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ABSTRAK

Siti Azhar Nurdiani. 022115115. Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan Pada Sub Sektor
Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Besaran
Laba Kena Pajak Periode 2015-2017. Pembimbing Chandra Pribadi dan Wiwik Budianti. 2020.

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal
dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan
likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi
manajemen pajak PPh Badan, untuk mengungkapkan laba kena pajak, dan untuk mengetahui
pengaruh implementasi manajemen pajak PPh Badan terhadap besaran laba kena pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5
perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (non statistik).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan sub sektor otomotif dan
komponen belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini disebabkan tarif
pajak efektif dari beberapa perusahaan masih melebihi dari tarif pajak badan, hanya PT Garuda
Metalindo Thk (BLOT) untuk tahun 2015 yang telah berhasil melakukan manajemen pajak. Selain itu,
keberhasilan manajemen pajak dapat dilihat juga dari perusahaan yang tidak menerima SKP dan STP
pada tahun 2015-2017 yaitu PT Nipress Thk (NIPS). Dan perusahaan telah melakukan koreksi fiskal
beda temporer dan beda permanen atas perbedaan pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan
akuntansi dan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan pada
perusahaan maka dapat mengetahui jumlah besarnya laba kena pajak yang adanya kenaikan dan
penurunan, yang membandingkannya dengan penjualan. Dan jika dilihat dari pengaruh implementasi
manajemen pajak PPh Badan berdasarkan tarif pajak efektif, SKP dan STP maka tidak berpengaruh
terhadap laba kena pajak. Sedangkan dalam beda temporer dan beda permanen berpengaruh terhadap
laba kena pajak.

Kata kunci : Manajemen Pajak, Tarif Pajak Efektif (ETR), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat
Tagihan Pajak (STP), Beda Temporer dan Beda Permanen, dan Laba Kena Pajak.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada umumya sebagian besar dari perusahaan mempunyai tujuan yang sama
yang didasari oleh prinsip ekonomi yaitu, dengan pengorbanan yang sekecil-
kecilnya, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai
perusahaan atau memperoleh laba maksimum. Maka segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku harus diperhatikan, terutama dalam hal peraturan perpajakan.
Di sisi lain membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang tidak dapat
terhindarkan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan
bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan undang-undang perpajakan,
membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari
setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap
pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak juga bisa disebut sebagai sumber utama penerimaan bagi negara. Tanpa
pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan
uang pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya
kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara
dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak pajak yang dipungut maka
semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak
merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak dapat menciptakan
kemandirian Bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan
dengan negara lain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Oleh
karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak
melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.

Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) yang dapat dikenakan
langsung kepada Wajib Pajak yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, dan
bentuk usaha tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut
Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk
penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai



atau berakhir dalam tahun pajak. Mulai tahun 2010 tarif pajak yang berlaku
berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 adalah sebesar 25%.

Wajib Pajak dengan Pemerintah mempunyai perbedaan kepentingan dalam
pembayaran pajak. Wajib Pajak berusaha membayar pajak dengan sekecil mungkin
karena secara tidak langsung mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak.
Namun dari pihak pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak tersebut
untuk membiayai pengeluaran Pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan
tersebut maka Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran
pajaknya dengan berbagai macam cara baik dengan cara memanfaatkan celah
perpajakan hingga yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya dalam menekankan
kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan seefektif mungkin
biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan, sehingga berpengaruh
terhadap besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

Dengan semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak berarti akan
semakin kecil laba bersih yang secara riil dihasilkan. Jika pajak yang ditanggung
bagi suatu badan perusahaan merupakan salah satu elemen beban yang akan
mengurangi laba bersih atau keuntungan perusahaan. Maka terdapat beberapa cara
yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak yang masih
diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu caranya
yaitu manajemen pajak (tax management) merupakan sarana untuk memenubhi
kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat
ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
Namun demikian, manajemen pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai
perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar/akurat dan
tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya Wajib Pajak
secara optimal. Tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak ini adalah
meminimalkan pajak terutang untuk memperbesar laba tanpa melanggar aturan
perpajakan, memaksimalkan laba setelah pajak, dan memenuhi kewajiban
perpajakannya secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tindakan manajemen pajak telah memunculkan beberapa kasus terjadi di
Indonesia, kasus tersebut di antaranya terjadi pada perusahaan tambang besar di
Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut
melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services
International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro
diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$
125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang
seharusnya dibayarkan di Indonesia. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo
menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan
perencanaan pajak (tax planning). Namun upaya inilah yang sering muncul upaya
mengakali aturan pajak.



Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade
Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual
ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan
pajak di Indonesia lebih murah. Memang cara itu tidak melanggar aturan, tapi tidak
etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya
di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal. Malah
keuntungan itu dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. (detikFinance
5/7/2019).

Selain itu, kasus yang terjadi mengenai persoalan pajak Google dan sejumlah
perusahaan layanan internet di suatu negara, dipicu oleh praktik perencanaan pajak
yang agresif atau aggressive tax planning. Pendapatan Google di Indonesia mencapai
triliunan rupiah, terutama dari iklan. Namun perusahaan asal Amerika Serikat (AS)
itu belum membayar pajak untuk transaksi yang dilakukan di Tanah Air. Google
hanya menempatkan perwakilannya yakni Google Indonesia yang berkantor di
Jakarta dan bukan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Bahkan Organisasi untuk
Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan negara G-20 sudah
menyepakati satu hal. Mewajibkan wajib pajak untuk mengungkapkan skema tax
planningnya. Ini tertuang dalam aksi no 12 Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Ketentuan kewajiban pengungkapan tax planning itu disebut dengan
mandatory disclosure rule (MDR). Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Indonesia
harus menerapkan MDR untuk mencegah skema aggressive tax planning. Saat ini,
negara yang berhasil menerapkan hal tersebut adalah Inggris. Menurut Ditjen Pajak,
Inggris adalah negara yang mampu membuat Google mau membayar pajak atas
bisnisnya di negeri Ratu Elizabeth tersebut. (Kompas.com 20/12/2016).

Dan kasus yang terakhir terjadi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan (DJP Kemenkeu) meminta emiten Bursa Efek Indonesia (BEI)
meningkatkan kepatuhan pembayaran pajaknya. Pasalnya, tunggakan pajak
perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Perusahaan Masuk Bursa (PMB) tahun ini mencapai Rp94,4 triliun. Selain itu,
emiten juga kerap melakukan perencanaan (tax planning) untuk mengurangi
kewajiban pajaknya. Perencanaan pajak sendiri merupakan tindakan legal namun jika
terlalu agresif bisa menjadi ilegal. Mereka memanfaatkan aturan yang ada sehingga
pajak menjadi nihil atau kecil sama sekali. Misalnya, perusahaan ritel dapat
keuntungan 10 persen dengan tax planning mereka bisa catat keuntungan jadi 0,1
persen.

Perencanaan pajak secara agresif, bisa diketahui dengan menggunakan data
pembanding (benchmark) perusahaan sejenis di industri yang sama. Sebagai
informasi, jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP PMB sebanyak 727 wajib pajak
yang terdiri dari 418 perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek



Indonesia (BEI), 168 perusahaan manajer investasi dan 141 perusahaan perantara
pedagang efek. Per pertengahan November ini, total penerimaan pajak dari KPP
PMB mencapai Rp58,3 triliun. (CNN Indonesia 23/11/2016).

Di era seperti sekarang ini, perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang
keras untuk dapat eksis dalam pasar global, khususnya untuk industri di Indonesia.
Dalam rangka untuk kuat bersaing, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan
kompetitif dari perusahaan lainnya. Seperti dalam dunia otomotif kini semakin pesat
pertumbuhan ekonomi di dunia khususnya di Indonesia. Produk-produk yang
diluncurkan juga semakin canggih mengikuti perkembangan teknologi guna
memenuhi kepuasan para konsumen. Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya
banyak melakukan upaya guna mengikuti perkembangan teknologi. Upaya tersebut
tidak terlepas dari biaya atau modal yang digunakan untuk melakukan
pengembangan produk dan biaya promosinya.

Industri otomotif salah satu sektor andalan prioritas untuk dikembangkan,
dapat berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia
masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi di sektor industri otomotif.
Presiden berharap semua industri otomotif di Indonesia tidak hanya memenuhi pasar
domestik saja, tetapi juga mampu ekspor. Dilihat dari kontribusinya, industri
otomotif menyumbang hampir 10,16% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di
2017, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja langsung 232.000 orang dan 405.000
tenaga kerja tidak langsung. Neraca perdagangan industri otomotif juga terus
membaik dalam lima tahun terakhir. Ekspor terus tumbuh rata-rata 8% sementara
impor turun signifikan. Kebijakan perpajakan juga menjadi guidance utama road
map pengembangan industri otomotif ke depan. Bagi industri otomotif itu sendiri,
dengan menjadikan kebijakan perpajakan sebagai guidance didalam road map
pengembangan industrinya, akan mendapatkan benefit peningkatan daya saing dan
level kompetisi sekaligus perluasan pasar, bukan hanya di domestik melainkan di
dunia internasional.

Dengan besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri
otomotif berdampak dunia industri kian rentan dan enggan menggenjot proses
manufaktur. Inilah yang menyebabkan tingginya harga jual mobil di dalam negeri,
mengingat pajak menjadi faktor terbesar produsen dalam menentukan harga jual.
Rata-rata 50% dari harga jual kendaraan diterapkan dengan mengacu pada beban
pajak. Kalau konsumsi meningkat, pendapatan pemerintah dari pajak juga akan
meningkat. Meski demikian, keringanan pajak produksi bukannya tanpa risiko.
Apabila tarif pajak bisa ditekan dan harga jual kian rendah, maka daya beli
masyarakat akan meningkat dan populasi kendaraan terutama di kota-kota besar akan
membludak. Saat ini perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
berjumlah 13 perusahaan dan berbagai macam jenis operasionalnya. Adapun data



informasi pada perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen dari tahun 2015-
2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Nama Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan
1. Astra Internasional Thk ASII
2. Astra Otopart Thk AUTO
3. Garuda Metalindo Thk BOLT
4. Indo Kordsa Thk d.h Branta Mulia BRAM

Thk
5. Goodyear Indonesia Tbk GDYR
6. Gajah Tunggal Thk GJTL
7. Indomobil  Sukses International IMAS
Thk
8. Indospring Thk INDS
9. Multi Prima Sejahtera Tbk d.h LPIN
Lippo Enterprise Thk

10. | Multistrada Arah Sarana Thk MASA
11. | Nipress Thk NIPS
12. | Prima Alloy Steel Universal Thk PRAS
13. | Selamat Sempurna Tbk SMSM

(Sumber: Data diolah dari www.sahamok.com)

Tabel 1.1 terdapat beberapa daftar nama perusahaan Sub Sektor Otomotif dan
Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis
operasionalnya. Perusahaan akan melakukan banyak upaya guna memenuhi
pembiayaan agar profit yang diharapkan tercapai. Upaya-upaya tersebut baik secara
langsung atau pun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan
yang diambil perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa berusaha agar
tumbuh dan berkembang secara sistematis dengan berorientasi kepada pertumbuhan
dan perkembangan perusahaan yang dinamis melalui pemanfaatan seluruh potensi
sumber daya perusahaan. Perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam
menjalankan usahanya pasti bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik
(shareholder) melalui keputusan atau kebijakan investasi, keputusan pendanaan, dan
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keputusan deviden yang tercermin dalam harga saham dipasar modal, demikian jika
dilihat dari sudut pandang manajemen keuangan.

Sub sektor otomotif dan komponen memiliki tujuan yang sama yaitu
meningkatkan laba maksimal secara terus menerus, untuk itu dalam pergerakan
usahanya perusahaan otomotif dan komponen mengalami kenaikan dan penurunan
dalam laba. Berikut informasi laba dan beban pajak penghasilan dari tahun 2015-
2017 pada 13 perusahaan tersebut:

Tabel 1.2
Perkembangan Laba Komersial dan Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan
Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar di BEI
(Disajikan dalam jutaan)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Kode Laba Beban Laba Laba Beban Laba Laba Beban Laba

Perusahaan Sebelum Pajak Setelah Sebelum Pajak Setelah | Sebelum Pajak Setelah

Pajak Penghasilan Pajak Pajak Penghasilan Pajak Pajak | Penghasilan Pajak

a b c=a-b a b c=a-b a b c=a-b
ASII (Rp) 19.630 4.017 15.613 22.253 3.951 18.302 29.196 6.031 23.165
AUTO (Rp) 433.596 110.895 | 322.701 | 648.907 165.486 | 483.421 | 711.936 164.155 547.781
BOLT (Rp) 132.931 35.251 97.680 | 159.541 42.078 | 117.463 | 131.970 34.699 97.271
BRAM (USD) 18.284 5711 12.574 31.038 8.738 22.300 34.069 9.502 24.568
GDYR (USD) 1.507 1.618 (111) 2.567 911 1.656 (266) 628 (894)
GJTL (Rp) (331.869) 18.543 | (313.326) | 825.947 199.386 | 626.561 | 106.824 61.796 45.028
IMAS (Rp) 119.699 39.527 80.172 | (247.735) 65.146 | (312.881) | 117.560 181.857 | (64.297)
INDS (Rp) 4.134 2.200 1.934 60.140 10.584 49.556 | 160.341 46.701 113.640
LPIN (Rp) (18.669) 526 | (18.174) | (86.192) 22.155 | (64.037) | 195.150 3.172 191.978
MASA (USD) (26.767) 92 | (26.859) (8.302) 1.600 (6.702) | (7.263) 808 (8.071)
NIPS (Rp) 41.752 11.081 30.671 88.566 22.883 65.683 59.678 15.567 44,111
PRAS (Rp) 8.469 2.032 6.437 3.970 6.661 (2.691) 4.006 7.233 (3.226)
SMSM (Rp) 583.717 122.410 | 461.307 | 658.208 156.016 | 502.192 | 720.638 165.250 555.388

(Sumber: Laporan Laba Rugi, data diolah oleh penulis 2020)

Berdasarkan tabel 1.2 beban pajak penghasilan tersebut merupakan beban

pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi perusahaan untuk diperhitungkan
dalam menentukan laba/rugi pada suatu periode. Hal ini menunjukan bahwa dari 13
perusahaan sub sektor otomotif dan komponen dari tahun 2015 hingga tahun 2017
mengalami kenaikan dan penurunan dalam laba. Bahwa keinginan setiap perusahaan
itu mengalami peningkatan laba dalam setiap tahunnya, namun dalam rangka
penerapan manajemen pajak maka perusahaan perlu untuk mengkaji seluruh kegiatan
perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan yang akan
dibayarkan. Berikut ini gambar perkembangan laba setelah pajak perusahaan sub
sektor otomotif dan komponen tahun 2015-2017:
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Gambar 1.1
Perkembangan Laba Setelah Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan
Komponen Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan laba setelah pajak dari 13 perusahaan
sub sektor otomotif dan komponen dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan
penurunan yang signifikan. Bahkan ada beberapa perusahaan laba setelah pajaknya
yang mengalami negatif yaitu PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR) di tahun 2015
dan 2017, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) tahun 2015, PT Indomobil Sukses
Internasional Thk (IMAS) tahun 2016 dan 2017, PT Multi Prima Sejahtera Tbk
(LPIN) tahun 2015 dan 2016, PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) tahun 2015-
2017, dan PT Prima Alloy Steel Universal Thk tahun 2016 dan 2017.

Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi manajemen pajak yang tepat
untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Salah satunya dengan tarif pajak efektif,
dimana pada dasarnya tarif pajak efektif adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang
dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian
dibagi dengan laba sebelum pajak. Sehingga tarif pajak efektif sering digunakan
sebagai salah satu acuan oleh pembuat keputusan dan pihak-pihak yang
berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat
kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Selain itu koreksi fiskal harus
dilakukan, karena adanya perbedaan perlakuan dan pendapatan maupun biaya yang
berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan
begitu perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen lebih meningkatkan
Kinerjanya agar dapat bersaing dan memperoleh laba yang berkesinambungan. Laba
yang diperoleh tentunya merupakan salah satu tujuan perusahaan sebagai institusi
bisnis. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus inovatif dan mampu



melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan di regional dan dalam
negeri seperti kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi politik.

Hal ini menandakan bahwa penerapan manajemen pajak dalam pengendalian
perpajakan dapat menjadi lebih efisien dalam memenuhi kewajibannya, serta
terbantu dalam melakukan memanajemen kegiatan operasi perusahaan dan
pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan Kinerja
perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta
dapat mengupdate peraturan perpajakan yang terbaru. Dengan demikian penulis
tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, adapun
yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan Sub Sektor Otomotif dan
Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada perusahaan Sub Sektor
Otomotif dan Komponen yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis merasa
tertarik membahas yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan judul “Implementasi
Manajemen Pajak PPh Badan Pada Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Besaran Laba Kena
Pajak Periode 2015-2017”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah

Pokok perhatian penelitian ini terletak pada bagaimana implementasi
manajemen pajak PPh Badan terhadap besaran laba kena pajak di perusahaan
manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

1.2.2 Perumusahan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam ini
adalah :

1. Bagaimana implementasi manajemen pajak PPh Badan pada sub sektor
otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2015-2017?

2. Seberapa besar laba kena pajak pada sub sektor otomotif dan komponen yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-20177?

3. Bagaimana pengaruh implementasi manajemen pajak PPh Badan terhadap
besaran laba kena pajak pada sub sektor otomotif dan komponen yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-20177?



1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian selain dapat menganalisis keterkaitan variabel penelitian
dan menginformasikannya juga menambah wawasan, pemahaman penulis dengan
membandingkan teori yang telah dipelajari terhadap kenyataan yang sebenarnya
terjadi di lapangan, dan peraturan perpajakan yang berlaku mengenai implementasi
manajemen pajak PPh Badan yang berpengaruh pada besaran laba kena pajak.
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan memberikan
saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya masalah pada perpajakan di
Indonesia pada umumnya, di perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen pajak PPh Badan pada sub
sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2015-2017.

2. Untuk mengungkapkan laba kena pajak pajak pada sub sektor otomotif dan
komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi manajemen pajak PPh Badan
terhadap besaran laba kena pajak pada sub sektor otomotif dan komponen
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017.

1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran
mengenai implementasi manajemen pajak PPh Badan yang dapat berpengaruh pada
besaran laba kena pajak bagi perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta dapat menjadi referensi tindakan
pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, dan investor.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris
mengenai manajemen pajak PPh Badan terhadap laba kena pajak. Selain itu, hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan
referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi
(2017:1), yaitu :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas
Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan umum.”

Definisi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan
bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa definisi di atas yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan
bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa dan
tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran Negara.

2.2 Pajak Penghasilan
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku
sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan
dan terakhir kali diubah dengan UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang Pajak
Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.
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Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi atau wajib pajak badan baik dalam maupun luar negeri. (Mardiasmo,
2016). Adapun menurut Resmi (2014:74), definisi Pajak Penghasilan adalah pajak
yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

el

2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tarif PPh ini
diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pada
tahun 20009, tarif tunggal ditetapkan sebesar 28% dan diturunkan menjadi 25% pada
tahun 2010. Tarif sebesar 25% efektif berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya.
Dalam PPh Pasal 17 ayat 2b menjelaskan bahwa pengurangan tarif sebesar 5% lebih
rendah dari tarif normal yang diterapkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
(WPDN) berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk). Wajib pajak harus memenuhi syarat
berikut ini:

1. Paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor
dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

2. Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimiliki paling sedikit oleh
300 pihak.

3. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dan
keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

4. Ketentuan dari poin-poin di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat
183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Wajib pajak badan mendapatkan fasilitas penurunan tarif diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2013 dan berlaku sejak tahun pajak
2013. PP Nomor 77 Tahun 2013 ini juga merupakan amanat dari Pasal 17 ayat 2b
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
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Fasilitas penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan peranan
pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mampu mendorong
peningkatan jumlah perseroan terbuka. Bagi setiap wajib pajak badan dalam negeri
yang berbentuk perseroan terbuka yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat
dilakukan secara mandiri (self assessment) pada saat penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh Badan dengan melampirkan berbagai persyaratan yang
diperlukan. (klikpajak.id)

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:163), Pajak Penghasilan dikenakan terhadap
Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.
Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang pribadi.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.

3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak kolektif.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang tentang Pajak
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, vyaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang lain;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
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Laba usaha.;

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apa pun;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di
antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

Premi asuransi;

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;

Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
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Surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final diatur dalam Pasal 4
Ayat (2) Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Berikut ini beberapa yang
dapat dikenakan sebagai pajak final, yaitu:

a.

e.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi
dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi;

Penghasilan berupa hadiah undian;

Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima
oleh perusahaan modal ventura;

Pengalihan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa kontruski, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
bangunan; dan

Penghasilan tertentu lainnya.

2.2.5 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak diatur dalam Pasal 4 Ayat (3)

Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008, sebagai berikut:

a.

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang
berhak, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Warisan;

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal;

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib
Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak,
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Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang
menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15;

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, dan asuransi beasiswa;

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah modal yang disetor.

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai;

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;

Dihapus;

. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
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n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.6 Biaya-Biaya Yang Boleh Dikurangkan (Deductible Expense)

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6
Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008. Penghasilan kena pajak bagi Wajib
Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto
dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
termasuk:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk;

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha,
antara lain;

1. Biaya pembelian bahan;

2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang;

Bunga, sewa, dan royalti;

Biaya perjalanan;

Biaya pengolahan limbabh;

Premi asuransi;

Biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan;

8. Biaya administrasi; dan
9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain
yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A,

c. luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan;

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan;

Kerugian selisih kurs mata uang asing;

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia;

g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

No ok ow
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1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri
atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau
adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah
dihapuskan untuk jumlah utang tetentu;

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
J.  Sumbangan dalam rangka penelitian dan pngembangan yang dilakukan

di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannnya diatur
dengan Peraturan Pemerintah;
I.  Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah; dan

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didapat Kkerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5
(lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan
pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.

2.2.7 Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (Non-Deductible Expense)

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam
Pasal 9 Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008, sebagai berikut:

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
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b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali;

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial

yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Cadangan pinjaman untuk Lembaga Penjaminan Simpanan;

Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan

limbah industry untuk usaha pengolahan ;imbah industry, yang

ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tesebut
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i
sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama
yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkaan untuk kepentingan pribadi
Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggunggannya;

J.  Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

o ok~ w
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k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

2.2.8 Rekonsiliasi fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang timbul akibat standar
perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi (komersial) dengan akuntansi
perpajakan (fiskal) yang menyebabkan perusahaan tiap tahunnya melakukan
rekonsiliasi fiskal.

Definisi rekonsiliasi fiskal menurut Pohan (2014:418), yaitu :

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud
untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang
disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan  sehingga ~ memunculkan koreksi atau
penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan
untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang
terutang.”

Rekonsiliasi tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan yang
menyebabkan terjadinya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan
tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal
dilakukan karena dua sebab yaitu:

1. Terdapat perbedaan atas penghasilan atau biaya yang secara pajak tidak dapat
diakui. Koreksi fiskal demikian sering disebut masuk kelompok koreksi fiskal
beda tetap atau permanent difference. Contoh koreksi beda tetap: sumbangan,
biaya PPh, dividen, dan sebagainya.

2. Perbedaan pengakuan atas penghasilan atau biaya disebabkan selisih waktu.
Baik secara pajak maupun komersial, penghasilan atau biaya tersebut diakui
tetapi dalam waktu yang berbeda. Koreksi fiskal demikian masuk dalam
kelompok koreksi fiskal beda waktu atau temporary difference. Contoh beda
waktu adalah seperti penyusutan kelompok satu berdasarkan perpajakan
disusutkan selama empat tahun tetapi perusahaan secara komersial
menyusutkan selama lima tahun (Karianton Tampubolon. 2017:110)

2.2.9 Beda Tetap Dan Beda Waktu

Menurut Waluyo (2016:281) perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran
menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: beda
waktu dan beda tetap.
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Beda Tetap atau Permanen

“Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan
perpajakan yang berlaku dengan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat
permanen. Artinya penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan diakui
untuk selamanya dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak Contoh:
pemberian kenikmatan/natura kepada karyawan, sumbangan, biaya jamuan
makan, pendapatan bunga dan pembayaran dividen.”

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya

menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang
diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal atau
sebaliknya.

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-

hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

1.

2.

Penghasilan yang telah dikenakan PPh final (pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
PPh Nomor 36 tahun 2008).

Penghasilan yang bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh
Nomor 36 tahun 2008).

Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang
sifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran (pasal
9 ayat (1) Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008).

Beda Waktu atau Sementara

“Beda waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu
menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau
beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contoh: penyusutan
aktiva tetap, pengakuan terhadap piutang dan persediaan.”

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak

dengan akuntansi dalam hal:

o

Akrual dan realisasi.
Penyusutan dan amortisasi.
Penilaian persediaan.
Kompensasi kerugian fiskal.
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2.2.10 Koreksi Positif Dan Koreksi Negatif

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh
Wajib Pajak sebelum menghitung PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak
Orang Pribadi (yang menggunakan pembukuan) koreksi fiskal terdiri dari dua jenis
yaitu:

1. Koreksi fiskal positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi atas laporan keuangan komersial agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang bertambah.

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan
Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Koreksi Positif
dilakukan terhadap laporan laba rugi komersial Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak
Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung berapa
Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan yang terutang. Sedangkan koreksi
fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan Penghasilan Kena
Pajak dan PPh terutang (Harnanto, 2013).

Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersil atau laba
Penghasilan Kena Pajak. Jadi, koreksi positif akan menambah pendapatan dan
mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara
fiskal. Secara rinci, penyebab dari koreksi positif menurut ortax.org adalah: Biaya
yang dapat dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau
orang yang menjadi tanggungannya, dana cadangan, penggantian atau imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau
kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang
mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, harta
yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, Pajak Penghasilan, gaji yang diibayarkan
kepada pemilik, sanksi adminidtrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di
atas penyusutan atau amortisasi fiskal, biaya unuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak
termasuk objek pajak.

2. Koreksi fiskal negatif

Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
menyebabkan Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang berkurang.

Tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba
Penghasilan Kena Pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan fiskal dan biaya-biaya
komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal, penyebab dari koreksi negatif
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sendiri adalah: Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak
termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha, selisih penyusutan
atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal, penyesuaian
fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal- hal yang telah disebutkan di atas.

2.2.11 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar
untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah
dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan didapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan
penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun.

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan kena pajak merupakan dasar dari
pengenaan pajak. Adapun indikator atau ukuran dari penghasilan kena pajak adalah :

1. Pendapatan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Biaya, yakni biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan.

Ukuran dari penghasilan kena pajak ini dapat dilihat dari besaran penghasilan
dan biaya yang diakui secara fiskal, yang kemudian dapat menjadi dasar dari
besarnya pajak penghasilan terutang.

2.3 Manajemen Pajak (Tax Management)
2.3.1 Definisi Manajemen Pajak

Secara umum manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu usaha
menyeluruh yang dilakukan terus menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang
berlaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomi, efektif, dan
efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha
wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara (Modul Ikatan
Akuntan Indonesia).

Manajemen pajak menurut Suandy (2013) merupakan sarana untuk
memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan
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dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang
diharapkan.

2.3.2 Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013) secara umum tujuan pokok yang ingin

dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1.
2.
3.

Meminimalkan beban pajak yang terutang.

Memaksimalkan laba setelah pajak.

Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadinya

pemeriksaan pajak oleh fiskus.

Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai

dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi:

a. Mematuhi segala ketentuan administrasi, sehingga terhindar dari
pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana, seperti
bunga, kenaikan, denda dan hukum kurungan atau penjara.

b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan
yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi
keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21,
pasal 22 dan pasal 23).

2.3.3 Fungsi Manajemen Pajak

Dalam manajemen pajak terdapat tujuan yang hendak dicapai yaitu

menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai laba yang besar.
Tujuan manjemen pajak dapat dicapai melalui tiga fungsi, yaitu :

1.

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap
ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar
dapat diseleksi tindakan dalam penghematan pajak yang akan dilakukan.
Perencanaan pajak lebih menekankan untuk meminimumkan kewajiban
pajaknya. Jika tujuan dari pada Tax Planning adalah merekayasa agar beban
pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi
tidak sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang maka perencanaan pajak
disini sama dengan tax evasion.

Karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha mengefesienkan
penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pemegang laba
yang tersedia baik untuk dibagai kepada pemegang saham maupun
diinvestasikan kembali.
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2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)

Pada tahap perencanaan pajak apabila sudah diketahui faktor-faktor yang
akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah
selanjutnya yaitu mengimplementasikan baik secara formal maupun material.
Namun harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah
memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak
dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya
menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah
menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu
dikuasai dan dilaksanakan, yaitu :

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang,
keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen
Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak kita dapat mengetahui peluang-
peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat dasar dalam penting dalam
penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam
bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung
besarnya jumlah pajak terutang.

3. Pengendalian Pajak (Tax Control)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi persyaratan formal
maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan
pembayaran pajak.

2.3.4 Motivasi Manajemen Pajak

Perencanaan pajak dan manajemen pajak mempunyai motivasi yang sama,
didasari oleh motivasi yang umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan (Suandy
2013), yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (tax policy)

Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan
dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang
melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan
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juga harus dapat melindungi sumberdaya perusahaan dari pajak yang ada agar
sumberdaya perusahaan tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain. Objek
pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen pajak, hal ini dikarenakan
objek pajak merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-
beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus lebih teliti
dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar
pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana
karena membayar lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi
yang akan menimbulkan pemborosan dana).

Undang-undang perpajakan (tax law)

Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang
perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan
celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya
peraturan-peratuan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan
peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang
dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari
berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan
perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.

Administrasi perpajakan

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan
sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan
kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan
memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

2.3.5 Syarat Manajemen Pajak yang Baik

Menurut modul Ikatan Akuntan Indonesia manajemen pajak yang baik harus

memenuhi 3 (tiga) persyaratan utama yaitu:

1.
2.

Tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
Secara bisnis masuk akal (reasonable), karena manajemen pajak merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy, dan

Didukung oleh bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan
akuntansi keuangannya, maupun segi hukum perjanjian/perikatannya (seperti
. bukti tagihan/invoices, kontrak/perjanjian, dan dokumentasi pendukung
lainya).
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2.4 Pengertian Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR)

Tarif pajak efektif didefinisikan menurut Annisa Fadilla Rachmithasari
(2015), yaitu:

“Tarif pajak efektif atau effective tax rate (ETR) pada dasarnya adalah sebuah
presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Effective tax
rate (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang
dihasilkan oleh perusahaan sehingga effective tax rate (ETR) merupakan
bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah
perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum
pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan
kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.”

Tarif pajak efektif didefinisikan menurut Yuda (2018), yaitu:

“Tarif pajak efektif yaitu sebagai beban pajak penghasilan dibagi oleh
pendapatan sebelum pajak. Penggunaan tarif pajak efektif di beberapa Negara
digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja
industri tertentu dalam memanajemen pajak. Selain itu tarif pajak efektif
umumnya digunakan untuk memprediksi kelompok usaha/kategori industri
apa yang berpotensi membayar pajak dalam jumlah yang signifikan kepada
Negara.”

Menurut Yuda (2018), semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin
baik nilai tarif pajak efektif disuatu perusahaan dan baiknya nilai tarif pajak efektif
tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan
perencanaan pajak. Perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak
jika tarif pajak perusahaan itu dibawah 20% dan jika diatas 20% berarti perusahaan
kurang efektif karena perusahaan kurang memanfaatkan fasilitas, peraturan dan biaya
yang dapat menghemat pajak penghasilan.

Menurut Indra Suyoto Kurniawan (2019), semakin rendah nilai tarif pajak
efektif maka semakin baik manajemen pajaknya. Berikut perhitungan tarif pajak
efektif (Effective Tax Rate/ETR) perusahaan dapat diukur dengan menggunakan
rumus yang digunakan :

_ Beban Pajak
~ Laba Sebelum Pajak

ETR
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2.5 Surat Tagihan Pajak (STP) Dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
2.5.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan
penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP sehingga dalam hal
penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Berikut alasan
diterbitkannya STP berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007, yaitu :

1. PPhdalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

2. Hasil penelitian Surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN tetapi
tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak
atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat
faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak
mengisi selengkapnya faktur pajak.

6. PKP melaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan FP.

7. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak
Masukan.

2.5.2 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan
SKP dilimpahkan kepada KPP. SKP adalah Surat Ketetapan yang meliputi SKPKB,
SKPLB, SKPN, dan SKPKBT. Ketetapan pajak ini dapat diterbitkan berdasarkan
pemeriksaan atau penelitian pajak. Jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) antara lain :

2.5.3 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu
5 tahun dalam hal :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain

2. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat
Tegoran

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN/PPnBM disimpulkan bahwa terdapat
PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan atau dikenakan tarif 0%.

4. Kewajiban Pasal 28 dan Pasal 29 KUP tidak dipenuhi.
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SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 5 tahun telah lewat dalam
hal WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.5.4 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusya
tidak terutang. SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal terdapat
permohonan restitusi atas SPT LB, maka SKPLB harus diterbitkan paling lambat 12
bulan dari tanggal SPT LB diterima.

Dalam hal pemohonan SPT LB diajukan oleh WP dengan kriteria tertentu,
maka DJP setelah melakukan penelitian harus menerbitkan Surat Keputusan
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) paling lambat 3 bulan sejak
permohonan diterima (untuk PPh) dan 1 bulan sejak permohonan diterima (untuk
PPN). Bila SKPKPP telah diterbitkan, maka DJP masih dapat melakukan
pemeriksaan terhadap WP dimaksud dan bila hasil pemeriksaan tersebut berupa
SKPKB, jumlah kekurangan pajaknya dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%.

2.5.5 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit
pajak. SKPN diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

2.5.6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan
sebelumnya). SKPKBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat
pajak terutang berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila
ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi
berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak
akan dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari
WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan
tindakan pemeriksaan. Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKBT tetap
dapat diterbitkan apabila ditambah sanksi 48% dari jumlah yang tidak atau kurang
dibayar dalam hal wajib pajak setelah lewat jangka waktu tersebut dipidana karena
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
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2.5.7 Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak (Pasal 36 ayat (1) UU

KUP)
1.

Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut diajukan untuk suatu
ketetapan pajak dan diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 bulan sejak
tanggal diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT.

Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut perhitungan WP
seharusnya terutang.

Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan paling lama 6 bulan sejak
tanggal permohonan diterima.

Terhadap keputusan pembatalan surat ketetapan pajak dapat diajukan
permohonan kembali kepada Direktur Jenderal paling lama 3 bulan sejak
tanggal diterbitkannya keputusan tersebut.

Permohonan pada angka 5 hanya dapat diajukan oleh WP paling banyak 2
kali.

2.6 Peranan PSAK dalam Pelaporan Keuangan

Standar akuntansi mencakup sebuah konvensi, peraturan, dan prosedur

yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi (badan pembentuk
standar) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada saat itu tentang
cara pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan
pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus
berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman, dunia usaha, dan
kemajuan teknologi. (Hery 2017)

2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.7.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini merupakan replikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian

terdahulu yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai
topik yang serupa dengan penelitian ini yaitu:
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Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
No Nama Judul Variabel Indikator Hasil Publikasi
Penulis
1. | Liana Manajemen Manajemen | Perhitungan | Perusahaan belum ISSN:
Fatni Pajak Sebagai | Pajak PPh 21 menerapkan manajemen | 2302-
Suarning | Upaya Untuk karyawan, pajak secara efektif. 8556 E-
rat Efisiensi Pajak perhitungan | Untuk menerapkan Jurnal
Penghasilan L PPh Badan manajemen pajak yang Akuntans
PUtUErY | wiajib Pajak Ef|_5|en5| perusahaan, | baik, perusahaan dapat | i
Setiawan | Badan PT Pajak _ perhitungan | menerapkan Universit
Sensatia Penghasn_an efisiensi perencanaan pajak as
. Wajib Pajak . :
Botanicals Badan pajak dengan mengalihkan Udayana
penghasilan | biaya penggantian pulsa | 5.2
dan biaya PPh 21 (2013):
karyawan ke dalam 291-306

bentuk tunjangan
komunikasi dan
tunjangan pajak bagi
karyawan. Perusahaan
hendaknya melakukan
pengendalian pajak
dengan cara
mengadakan review
pajak secara internl, dan
perhitungan ekualisasi
pajak, serta melakukan
perbaikan atas SPT PPh
21 dan SPT Badan agar
tercipta manajemen
pajak yang matang dan
terorganisasi.
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No Nama Judul Variabel Indikator Hasil Publikasi
Penulis
2. | Novani Analisis Manajemen | Menghitung Manajemen pajak yang Skripsi
Budiarti | Manajemen Pajak koreksi diterapkan oleh PT IPS Fakultas
Pajak Dalam fiskal, belum optimal karena Ekonomi
Dahlia Upaya Efisiensi perbandingan | terdapat adanya
Sari Mencapai Beban Pajak | hasil kesalahan didalam Universitas
Efisiensi PT IPS penelitian menerapkan peraturann | Indonesia
Beban Pajak dengan SPT | yang berlaku terutama (2013)
Pada PT IPS tahunan didalam PPh Badan dan
PPh Pasal 23. Kesalahan
tersebut mengakibatkan
adanya resiko
kekurangan pembayaran
pajak dan sanksi
administrasi apabila
dilakukan pemeriksaan
pajak terhadap PT IPS.
3. | Zahrul Analisis Penerapan Menghitung | Menunjukkan Wajib Skripsi
Fuadi Penerapan Perencanaan | laba Pajak Badan (perusahaan | Fakultas
Perencanaan Pajak komersial perbankan) yang Ekonomi
Pajak (Tax Upaya dan laba melakukan perencanaan | dan Bisnis
Planning) Menekan fiskal pajak 73,33%, sisanya
Sebagai Beban Pajak | kemudian 26,67% masih belum Universitas
Upaya Penghasilan | membuat tax | melakukan perencanaan | Muhamma
Menekan planning atas | pajak, persentase Wajib | diyah
Beban Pajak pajak Pajak Badan (perusahaan | Sumatera
Penghasilan penghasilan | perbankan) yang Utara
Pada sebagai melakukan perencanaan | Medan
Perusahaan upaya pajak efisien sebesar (2019)
Perbankan menekan 54,54% sisanya 46,46%
Yang beban pajak | telah melakukan
Terdaftar Di penghasilan | perencanaan pajak tetapi
Bursa Efek tidak efisien.
Indonesia
Tahun 2016-
2017
4. | Hartia Implementasi | Perencanaan | Perencanaan | Dalam menerapkan Skripsi
Perencanaan Pajak pajak, pajak | perencanaan pajak Jurusan
Pajak Dalam yang perusahaan memiliki Akuntansi
Meminimalka | Meminimalk | terutang, laba | kebijakan yaitu Fakultasi
n Jumlah an Jumlah rugi fiskal memaksimalkan biaya Ekonomi
Pajak Pajak fiskal dan dan Bisnis
Terutang Terutang meminimalkan biaya
(Studi Pada yang tidak dijadikan Universitas
Swiss- pengurang dalam Halu Oleo
Belhotel menghitung jumlah Kendari
Kendari pajak terutang. (2016)

Periode 2010-
2014)
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No Nama Judul Variabel Indikator Hasil Publikasi
Penulis
5. | Indra Analisis Analisis Manajemen | Aset berpengaruh negatif | 2019,
Suyoto Faktor Yang Faktor Yang | pajak diukur | signifikan terhadap tarif | AKUNTA
Kurniaw | Mempengaruh | Mempengar | dengan tarif | pajak efektif. Leverage BEL ISSN
an i Manjemen uhi pajak efektif, | berpengaruh positif dan | Print:
Pajak Dengan | Manjemen total aset, tidak signifikan terhadap | 0216-7743
Indikator Tarif | Pajak tingkat tarif pajak efektif. ISSN
Pajak Efektif Dengan hutang, Intensitas aktiva tetap Online:
(Pada Indikator intensitas berpengaruh positif dan | 2528-1135
Perusahaan Tarif Pajak | aset tetap, tidak signifikan terhadap | 213
Manufaktur Efektif kepemilikan | tarif pajak efektif.
Yang institusional, | Kepemilikan Universitas
Terdaftar Di komisaris institusional Mulawarm
BEI Pada independen, | berpengaruh positif dan | an
Tahun 2011- intensitas tidak signifikan terhadap | Samarinda
2014) persediaan tarif pajak efektif.
Komisaris independen
berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap
tarif pajak efektif.
Intensitas persediaan
berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap tarif
pajak efektif.

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

Berikut perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu yang telah
dilaksanakan, yaitu:

Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya
No Nama Penulis Perbedaan Persamaan
1. | Liana Fatni e Menerapkan perencanaan pajak e Menganalisis pendapatan dan

Suarningrat dan
Putu Ery Setiawan

dengan mengalihkan biaya.
Lokasi penelitian pada PT
Sensatia Botanicals.

biaya berdasarkan undang-
undang perpajakan dalam
koreksi fiskal.

e Data kuantitatif deskriptif

2. | Novani Budiarti e Mengukur manajemen pajak Menganalisis pendapatan dan biaya
dan Dahlia Sari terkait Pajak Penghasilan 21, berdasarkan undang-undang
23. perpajakan dalam koreksi fiskal.
e Lokasi penelitian pada PT IPS.
3. | Zahrul Fuadi e  Mengukur perencanaan pajak e Kuantitatif dan data sekunder,

dengan membandingkan laba
menurut akuntansi dengan laba
menurut fiskal.

Lokasi penelitian pada
perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI.

serta pengumpulan data dengan
melakukan review atas laporan
keuangan laba rugi dan catatan
atas laporan keuangan.

e Mengetahui manajemen
pajak/perencanaan pajak secara
efisien dilihat dari persentase.
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No Nama Penulis Perbedaan Persamaan
4. | Hartia e Memaksimalkan penghasilan e Menganalisis pendapatan dan
yang dikecualikan. biaya berdasarkan undang-
e Lokasi penelitian pada Swiss- undang perpajakan dalam
BelHotel Kendari. koreksi fiskal.
e  Metode analisis deskriptif
kuantitatif.
5. | Indra Suyoto e Manajemen diukur dengan Manajemen pajak dengan indikator
Kurniawan total aset, tingkat hutang, tarif pajak efektif.

intensitas aset tetap,
kepemilikan institusional,
komisaris independen,
intensitas persediaan.

e Lokasi penelitian pada
perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI.

e  Penelitian ini diuji dengan
SPSS.

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)
2.7.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) kerangka pemikiran merupakan penjelasan
sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Dalam setiap perusahaan akan benar-benar reponsif yang berhubungan
dengan perpajakan, hal ini didorong oleh ketentuan-ketentuan perpajakan yang
beragam dan sering mengalami perubahan. Setiap Wajib Pajak berusaha untuk
membayar kewajiban perpajakan serendah-rendahnya dan apabila memungkinkan
akan berusaha menghindarinya. Banyak cara yang dilakukan agar meminimalkan
kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan (lawful) yang berlaku. Dalam
praktek umumnya perusahaan mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai beban,
sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut,
untuk mengoptimalkan besarnya laba.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan
meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan dan yang
dibutuhkan perusahaan yaitu manajemen pajak, manajemen pajak itu sendiri adalah
sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak
yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan
likuiditas yang diharapkan Suandy (2013). Dimana tujuan dari manajemen pajak itu
sendiri mempunyai 2 tujuan yaitu, 1). menerapkan peraturan perpajakan secara benar
dan 2). usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, dimana
keduanya dapat mencapai melalui : perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban
perpajakan dan, pengendalian pajak. Manajemen pajak didasari oleh motivasi yang
umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan Suandy (2013) yaitu : kebijakan
perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Hal ini
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menjadikan penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai manajemen pajak terhadap
laba kena pajak pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Teori Variabel X Variabel Y
Implementasi Manajemen Pajak Besaran Laba Kena Pajak
PPh Badan
Pendapatan dan beban
Menerapkan peraturan perusahaan yang sudah
perpajakan secara benar untuk disesuaikan dengan peraturan
meminimumkan kewajiban perpajakan manjadi dasar
perpajakan perhitungan pajak
GAP
Perencanaan pajak oleh perusahaan untuk dapat
memenuhi kewajiban perpajakan dengan
ketentuan berlaku serta memaksimalkan besaran
laba kena pajak perusahaan
Praktik Variabel X Variabel Y
Implementasi Manajemen Besaran Laba Kena Pajak

Pajak PPh Badan
Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif Pajak Efektif :
Beban pajak Tingkat pertumbuhan

ETR = -
Laba sebelum pajak _ tahun sekarang — tahun lalu

X 1009
tahun sekarang o

SKP dan STP

Beda Temporer dan Permanen

Dalam penelitian ini tidak ada hipotesis penelitian, karena penulis
menggunakan analisis deskriptif.



BAB 111
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif yaitu
penelitian ditunjukan untuk menggambarkan objek yang diteliti secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena-fenomena serta hubungan
antara fenomena yang diselidiki.

3.2 Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian
3.2.1 Objek Penelitian

Menurut pedoman skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (2018:49)
Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema (judul).
Objek penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Pajak PPh
Badan sebagai variabel independen yang diukur dengan tarif pajak efektif, surat
ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dan analisis koreksi fiskal beda temporer
dan beda permanen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba kena pajak.

3.2.2 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianlisis dalam penelitian.
Unit analisis yang ditentukan berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan
penelitian, merupakan elemen yang penting dalam desain penelitian karena
mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Pada penelitian ini
yang dijadikan unit analisis penelitian adalah organization. Unit analisis
organization adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi
sehingga data tersebut berasal dari suatu organisasi tertentu yaitu perusahaan sub
sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2015-2017. Kepentingan kita melakukan penelitian di perusahaan adalah karena di
setiap perusahaan ada pajak yang harus diukur.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis. Lokasi
penelitian ini sebagian besar berasal dari sumber-sumber yang bersifat umum. Dalam
penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI)
perusahaan-perusahaan yang memenuhi Kriteria dalam variabel penelitian yang
dilakukan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini tidak dimaksudkan untuk
melakukan konfirmasi kembali kepada perusahaannya, semata-mata hanya untuk
memberikan gambaran dan data secara umum saja.
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3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah,
tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka. Dilihat dari laporan
keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan
data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media
perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini mendapatkan
data dan informasi melalui website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id kemudian
www.sahamok.com dan website perusahaan-perusahaan yang diajukan sebagali

sampel penelitian.
3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel Indikator Ukuran Skala
Variabel
Independen (X)
Manajemen
Pajak PPh Badan |® Tarif Pajak e ETR = Beban Pajak Penghasilan Rasio
Efektif Laba Sebelum Pajak
e Surat e  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Ketetapan (SKPKB) Nominal
Pajak (SKP) | Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB)
e Surat
Tagihan e Surat Tagihan Pajak (STP) atas tahun- | Nominal
Pajak (STP) tahun sebelumnya
e Koreksi .
Fiskal e Beda Temporer dan Beda Permanen Nominal



http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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Variabel Indikator Ukuran Skala
Variabel
Dependen (Y)
e Dasar e Jumlah Penghasilan Kena Pajak Nominal
Besaran Laba perhitungan (PKP)
Kena Pajak pajak
e Tingkat pertumbuhan = Rasio

tahun sekarang—tahun lalu

X100%

tahun sekarang

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)
3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sudaryono (2017) penarikan sampel merupakan suatu proses pilihan
sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu
pemahaman karakteristik subjek sampel, memungkinkan untuk menggeneralisasikan
karakteristik elemen populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor otomotif dan
komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Sampel
penelitian ditarik menggunakan teknik non-probabilitas sampling atau penarikan
sampel secara tak acak dengan purposive sampling. Purposive sampling merupakan
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2011:85). Sampel
yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan
oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatife.

Adapun kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :

1. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2015-2017.

2. Perusahan sub sektor otomotif dan komponen yang menggunakan mata uang
rupiah (Rp) selama periode 2015-2017.

3. Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang tidak mengalami
kerugian selama periode 2015-2017.

Berdasarkan kriteria dalam penarikan sampel maka jumlah populasi yang
memenuhi Kriteria adalah sebanyak 5 (lima) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2015-2017. Adapun proses seleksi sampel sebagai berikut:



Tabel 3.2
Hasil Seleksi Sampel Perusahaan
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No Kriteria Sampel

1. | Jumlah perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di 13
Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017

2. | Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang menggunakan mata 10
uang rupiah (Rp) selama periode 2015-2017

3. | Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang tidak mengalami 5
kerugian selama periode 2015-2017

4. | Jumlah emiten yang terpilih (memenuhi kriteria) 5

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

Tabel 3.3

Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Menjadi

Sampel Penelitiaan

No Nama Perusahan Kode Perusahaan
1. | PT Astra Internasional Thk ASII

2. | PT Astra Otopart Tbk AUTO

3. | PT Garuda Metalindo Thk BOLT

4. | PT Nipress Thk NIPS

5. | PT Selamat Sempurna Thk SMSM

(Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara umum adalah suatu cara, prosedur,
rangkaian, dan tahapan proses untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan
yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Metode pengumpulan
data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa jenis metode pengumpulan data
dan informasi, yaitu dengan cara penelitian data sekunder. Sehingga penulis untuk
mendapatkan data dan informasi melalui Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan
perusahaan, serta penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan
data dalam bentuk jadi atau teori dengan cara mempelajari, menelaah dan meneliti
berbagai macam literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan
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dengan variabel penelitian, laporan keuangan perusahaan, skripsi serta data-data
lainnya.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya
digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Data
dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif (non statistik), yaitu dengan
menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya untuk mengumpulkan
data yang relevan dan tersedia, kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih
lanjut. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu implementasi manajemen
pajak PPh Badan yang diukur dengan tarif pajak efektif, Surat Ketetapan Pajak
(SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), dan Beda Temporer dan Beda Permanen.
Dimana tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR) adalah tingkat pajak efektif
perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini)
yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Berikut perhitungan tarif pajak
efektif (Effective Tax Rate/ETR) menurut Indra Suyoto Kurniawan (2019), dapat
diukur dengan menggunakan rumus yang digunakan:

Beban Pajak

ETR =
Laba Sebelum Pajak

Selain itu, perusahaan otomotif dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat
ketetapan pajak dan surat tagihan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Berikut ini
adalah perusahaan yang menerima SKP dan STP:

Tabel 3.4
Perusahaan yang menerima SKP dan STP
Pada tahun 2015-2017

Surat Ketetapan Pajak Surat Tagihan Pajak
X (SKP) (STP)
No Nama Perusahaan Tahun Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
1. | PT Astra Internasional Thk (ASII) 4 4 4
2. | PT Astra Otoparts Thk (AUTO) v v v
PT Garuda Metalindo Thk
3. | (BOLT) v v v v v
4. | PT Nipress (NIPS) - -
5. | PT Selamat Sempurna (SMSM) v v v v

(Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan, data diolah oleh penulis 2020)
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Dan menganalisis beda temporer dan beda permanen dalam catatan atas
laporan keuangan perusahaan yang telah melampirkan koreksi fiskal untuk tahun
2015-2017 yang dimana adanya perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi
dan menurut fiskal. Variabel dependennya yaitu laba kena pajak yang dilihat
berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak dengan membandingkan setiap tahun
terhadap masing-masing perusahaan, serta tingkat pertumbuhan laba kena pajak yang
dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan. Dimana menurut situs
http://id.wikihow.com/Menghitung-Rasio  tingkat pertumbuhan dasar secara
sederhana merupakan perbandingan antara dua nilai dalam waktu tertentu, yang
ditunjukkan dalam bentuk persentase dari nilai awal. Untuk menghitung tingkat
pertumbuhan dapat menggunakan rumus sederhana sebagai berikut :

_ tahun sekarang — tahun lalu
Tingkat pertumbuhan = X100%
tahun sekarang



http://id.wikihow.com/Menghitung-Rasio

BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Berikut sejarah dan perkembangan 5 perusahaan Sub Sektor Otomotif dan
Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

1. PT Astra Internasional Tbk (ASII)

PT Astra Internasional Tbhk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai
sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra Internasional Inc. Pada
tahun 1990, telah dilakukan nama menjadi PT Astra internasional Tbk, dalam rangka
penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan
dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan
ticker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2018 adalah sebesar
Rp333 triliun.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh
perusahaan mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan,
pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Hingga tahun 2018,
Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang
berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari :

Otomotif

Jasa Keuangan

Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi dan Energi
Agribisnis

Infrastruktur dan Logistik

Teknologi Informasi

Properti

@ e oo o

Dengan bisnis yang beragam, Astra telah menyentuh berbagai aspek
kehidupan bangsa melalui produk dan layanan yang dihasilkan. Pada akhir tahun
2018, kegiatan operasional bisnis yang terbesar di seluruh Indonesia dikelola melalui
229 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, dengan didukung oleh
224.488 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra
telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan
layanan berkualitas, dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan
tata kelola lingkungan yang baik.
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2. PT Astra Otoparts Thk (AUTO)

PT Astra Otoparts Tbk didirikan tanggal 20 September 1991 dan memulai
kegiatan komersialnya pada tahun 1991. Kantor pusat AUTO beralamat di Jalan
Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2, Kelapa Gading, Jakarta 14250 — Indonesia dan
pabrik berlokasi di Jakarta dan Bogor.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Astra Otoparts Thk
adalah Astra Internasional Tbk sebesar 80%. Berdasarkan anggaran dasar
perusahaan, ruang lingkup kegiatan AUTO terutama bergerak dalam perdagangan
suku cadangan kendaraan bermotor, baik lokal maupun ekspor, dan manufaktur
dalam bidang industri logam, plastik dan suku cadang kendaraan bermotor.

Produk-produk suku cadangan unggulan Astra Otoparts , antara lain: aki
untuk kendaraan roda dua dan roda empat (merk GS, Incoe, dan Aspira), ban untuk
kendaraan roda dua dan truk (Aspira, dan Aspira Premio), suku cadang kendaraan
roda dua dan roda empat (Aspira Federal, KYB, dan TDW), dan pelumas untuk
kendaraan roda empat dan industri (Shell Helix Astra dan HEO (Heavy Equipment
Oil)). Selain itu, Astra Otoparts juga menjalin kerjasama dengan mendirikan anak
perusahaan patungan bersama pemasok komponen terkemuka dari Jepang, Eropa,
Amerika Serikat, China dan Taiwan, antara lain : Aisin Seiki, Aisin Takaoka, Akashi
Kikai Seisakusho, Akebono Brake, Aktiebolaget SKF, Asano Gear, Daido Steel,
Denso, DIC Corporation, GS Yuasa, Juoku Technology, Kayaba, Keihin Seimitsu
Kogyo, Mahle, MetalArt, NHK Precision, Nippon Gasket, Nittan Valve, Pirelli,
Sunfun Chain, Toyoda Gosei, Toyota Industries, dan Visteon.

Pada tanggal 29 Mei 1998, AUTO memperoleh pernyataan efektif dari
Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham AUTO (IPO)
kepada masyarakat sebanyak 75.000.000 saham dengan nominal Rp500,- per saham
dan harga perdana sebesar Rp575,- per saham. Pada tanggal 15 Juni 1998, saham
tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

3. PT Garuda Metalindo Thk (BOLT)

PT Garuda Metalindo Tbk beroperasi selama lebih dari 35 tahun sejak tahun
1966, Garuda Metalindo berawal dari sebuah workshop home industry sederhana
yang memproduksi suku cadang untuk becak di Indonesia. Pada tanggal 15 Maret
1982, semua operasional resmi dijalankan sebagai PT Garuda Metalindo dan
Perseroan mulai memproduksi berbagai fastener untuk kebutuhan industry umum.
Kantor pusat BOLT berlokasi di JI. Kapuk Kamal Raya No 23, Jakarta 14470 —
Indonesia, dan memiliki dua pabrik yang masing-masing terletak di JI. Kapuk Raya
No. 23, Jakarta Utara dan JI. Industri Raya 1l Blok AE No. 23 Jatake, Tangerang.
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Melihat kebutuhan akan komponen lokal, Garuda Metalindo melalukan
diversifikasi produksi dengan memproduksi komponen otomotif untuk kendaraan
roda dua dan roda empat. Tahun 1989, Garuda Metalindo mulai memproduksi mur
dan baut untuk produsen perakitan sepeda motor dan dilanjut untuk produsen
perakitan mobil pada tahun 1992. Pada tanggal 07 Juli 2015, perseroan mencapai
tonggak sejarah penting dengan mencatat diri di Bursa Efek Indonesia sebagai PT
Garuda Metalindo Tbk (BLOT). Pelanggan utama BOLT pada tahun 2016 adalah PT
Astra Honda Motor, yakni mencapai 59,97%. Di tahun 2017, perseroan mengakuisisi
perusahaan pengolah kawat baja dan baja batangan, PT Mega Pratama Ferindo
(MPF), untuk memperkuat posisinya dengan mengintegrasi proses upstream.

4. PT Nipress Tbk (NIPS)

PT Nipress Tbk didirikan pada tanggal 24 April 1975 dan mulai beroperasi
secara komersial pada tahun 1975. Kantor pusat dan pabrik NIPS berlokasi di JI.
Narogong Raya Km. 26 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16710 — Indonesia.
Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan NIPS meliputi
bidang usaha industri accu lengkap untuk segala keperluan dan usaha-usaha lainnya
yang berhubungan dengan accu. Produk utama Nippres adalah aki motor, aki mobil
dan aki industry (merek NS dan Maxlife).

Pada tanggal 31 Juni 1991, NIPS memperoleh pernyataan efektif dari
Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham NIPS (IPO)
kepada masyarakat sebanyak 4.000.000 dengan nominal Rp1.000,- per saham dengan
harga penawaran Rp5.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 24 Juli 1991.

5. PT Selamat Sempurna Thk (SMSM)

PT Selamat Sempurna Tbk merupakan perusahaan utama dari ADR Group
(Devisi Otomotif) dan saat ini merupakan salah satu produsen filter dan radiator
terbesar diwilayah. Perusahaan memproduksi filter, radiator, oil coolers, condensers,
brake pipe, fuel pipes, fuel tanks, exhaust sistem, dan press parts. Merk dagang
Sakura Filter telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Saat ini, SMSM memiliki saham terbesar 70% di PT Panata Jaya Mandiri,
dan juga memiliki saham 15% di PT Posco IJPC. Sebuah perusahaan patungan (Joint
Venture) dengan Posco dan Daewoo Internasional Corporation, Korea. SMSM
memiliki saham 33% di PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna, sebuah perusahaan
patungan (Joint Venture) dengan Tokyo Radiator Manufacturing Co. Ltd, Jepang.
Dan memiliki 51% saham di PT Hydraxle Perkasa dan memiliki saham 99,99% di
PT Prapat Tunggal Cipta dan PT Selamat Sempurna Perkasa.
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Sejak 2009-2016, SMSM mendapatkan Penghargaan Primaniyarta dari
Pemerintah Republik Indonesia dengan kategori pembangunan merk global, karena
berhasil mengembangkan dan menembus merk di pasar global. Sejak tahun 2006,
perusahaan telah diakui oleh pemerintah sebagai wajib pajak patuh.

4.2 Analisis Data

Pada umumnya manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi
kewajiban perpajakan secara legal dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat
ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
Dalam manajemen pajak terdapat tujuan yang hendak dicapai yaitu meminimalisasi
beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak dan memenubhi
kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif. Perusahaan juga harus
lebih teliti agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih dan tidak kurang (agar
terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana). Dengan demikian
pengukuran manajemen pajak menggunakan tarif pajak efektif, karena tarif pajak
efektif mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum
pajak/laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui Kinerja
manajemen pajak. Dan selain itu, manajemen pajak PPh Badan dilihat dari catatan
atas laporan keuangan perusahaan yang menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan
Surat Tagihan Pajak (STP) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perusahaan yang menerima SKP dan STP
Pada Tahun 2015-2017

Surat Tagihan Pajak

Emiten Tahun Surat Ketetapan Pajak (SKP) (STP)

ASII 2015 Menerima beberapa surat ketetapan pajak

2016 Menerima beberapa surat ketetapan pajak

2017 Menerima beberapa surat ketetapan pajak

Menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

AUTO 2015 (SKPLB)
2016 Menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB)
2017 Menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB)
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Surat Tagihan Pajak

Emiten Tahun Surat Ketetapan Pajak (SKP) (STP)
Tanggal 26 Juni 2015, MPF, Entitas Anak,
menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB) untuk masa pajak tahun 2013. i
BOLT 2015 Tanggal 10 Juli 2015, MPF, Entitas Anak,
menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak (SPMKP).
Tanggal 25 Agustus 2016, MPF, Entitas Anak,
menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tertanggal 3
2016 (SKPLB) untuk masa pajak tahun 2014. Februari 2016 atas
Tanggal 20 September 2016, MPF, Entitas Pajak Penghasilan
Anak, menerima Surat Perintah Membayar tahun 2015.
Kelebihan Pajak (SPMKP).
Tanggal 9 November
Tanggal 9 November 2017, Entitas Induk 2017, !Entltas Induk
. - menerima Surat
2017 menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tagihan Pajak (STP)
(SKPKB) atas tahun pajak 2016. g Jar
atas tahun pajak
2016.
Tahun 2015, menerima Surat Ketetapan Pajak | Tahun 2015,
SMSM 2015 Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun 2011 dan | menerima Surat
2012. Tagihan Pajak.
Tahun 2016, PJM menerima Surat Ketetapan
2016 Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun -
2011.
Tahun 2017, perusahaan menerima Surat
2017 Ketetapan Pajak Lebih Pajak (SKPLB) atas -

tahun 2016.

Sumber: Laporan Keuangan, data diolah oleh penulis 2020

Dan manajemen pajak PPh Badan dilakukan juga dengan menganalisis beda
temporer dan beda permanen, dimana beda temporer dan beda permanen tersebut
untuk menghitung laba kena pajak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan

Dalam implementasi manajemen pajak PPh Badan pada perusahaan sub
sektor otomotif dan komponen ada beberapa analisis, yaitu berdasarkan tarif pajak
efektif (Effective Tax Rate/ETR), surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, serta
beda temporer dan beda permanen. Berikut analisisnya:



4.3.1.1 Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR)

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

Tabel 4.2
Tarif Pajak Efektif (ETR)
Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Periode 2015-2017
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Laba Sebelum |  Tarif Pajak e

Per}j;’::aan Tahun | Pajak Kini Pajak Efektif (EJTR) Tag; dpa"’:ak

a b c=alb

ASII 2015 5.313 19.630 27% 20%
2016 5.022 22.253 23% 20%
2017 6.201 29.196 21% 20%
SMSM 2015 132.110 583.717 23% 20%
2016 156.669 658.208 24% 20%
2017 172.095 720,638 24% 20%
AUTO 2015 127.378 433.506 29% 25%
2016 213.272 648.907 33% 25%
2017 190.032 711.936 27% 25%
BOLT 2015 31.792 132.931 24% 25%
2016 46.185 159.541 29% 25%
2017 40.724 131.970 31% 25%
NIPS 2015 14.499 41.752 35% 25%
2016 26.434 88.566 30% 25%
2017 185515 50.678 31% 25%

Sumber: Laporan keuangan perusahaan, data diolah oleh penulis, 2020

Note : Untuk BLOT pada laporan keuangan tahun 2016 disajikan kembali

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan proposi atau persentase beban
pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Bahwa pada
Perusahaan Terbuka (Tbk) yang memenuhi syarat-syarat tertentu berhak memperoleh
penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% dari tarif pajak penghasilan yang
berlaku sebesar 25%. Dilihat dari 5 (lima) perusahaan tersebut bahwa ada 2 (dua)
perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak yaitu PT Astra
Internasional Tbhk (ASIl) dan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM), berikut
penjelasan dari perusahaan ASII dan SMSM adalah:

PT Astra Internasional Thk (ASII) untuk tahun 2015-2017 Perseroan dan PT
United Tractors Tbk, entitas anak langsung, memenuhi syarat-syarat tersebut dan
telah menerapkan tarif pajak yang lebih rendah sebesar 20%. Dan PT Selamat
Sempurna Thk (SMSM) untuk tahun fiskal 2015-2017, Perusahaan telah
memperoleh surat keterangan dari Biro Administrasi Efek atas pemenuhan kriteria-
Kriteria kepemilikan saham menurut peraturan yang disebutkan di atas pada tanggal 8
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Januari 2016, pada tanggal 6 Januari 2017 dan 9 Januari 2018. Oleh karena itu,
Perusahaan telah menerapkan penurunan tarif pajak dalam perhitungan pajak
penghasilan tahun 2015-2017. Maka PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) telah
menerapkan tarif pajak yang lebih rendah sebesar 20%.

Namun tarif pajak efektif PT Astra Internasional Thk (ASII) dan PT Selamat
Sempurna Thk (SMSM) memperoleh nilai persentase lebih tinggi dari tarif pajak
yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 20%. Untuk PT Astra
Internasional Tbk (ASII) tahun 2015 memperoleh sebesar 27%, tahun 2016 adanya
penurunan sebesar 23% dan tahun 2017 adanya penurunan kembali sebesar 21%.

Sedangkan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) untuk tahun 2015 hingga
tahun 2017 adanya penambahan beban pajak (pajak Kkini) pada perusahaan dan
entitas anak pada “pemeriksaan pajak periode lalu” yang menyebabkan tingginya
tingkat tarif pajak efektif. Untuk itu tarif pajak efektif PT Selamat Sempurna Thk
(SMSM) tahun 2015 sebesar 23%, tahun 2016 adanya kenaikan yaitu sebesar 24%
dan tahun 2017 sebesar 24%.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diketahui PT Astra Internasional Thk
(ASIl) dan PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) kurang maksimal dalam
memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada. Pemberian insentif berupa
penurunan tarif tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pajak yang
akan dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi nyatanya PT Astra Internasional Tbk (ASII)
dan PT Selamat Sempurna Thk (SMSM) tarif pajak efektifnya lebih tinggi dari
penurunan tarif pajak.

Dan terdapat 3 (tiga) perusahaan yang tidak memperoleh penurunan tarif
pajak, maka dikenakan tarif pajak normal sebesar 25% yaitu yang pertama: PT Astra
Otoparts Tbhk (AUTO) untuk tahun 2015 hingga tahun 2017 adanya penambahan
beban pajak (pajak kini) atas “penyesuaian tahun lalu” yang menyebabkan tarif pajak
efektif lebih tinggi dibandingkan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif pada
tahun 2015 yaitu sebesar 29%, tahun 2016 adanya kenaikan menjadi 33% dan tahun
2017 mengalami penurunan menjadi 27%.

Yang kedua yaitu PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) tarif pajak efektif pada
tahun 2015 sebesar 24% dimana tarif pajak efektif untuk tahun 2015 lebih rendah
dari tarif pajak normal sebesar 25%, semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka
semakin baik nilai tarif pajak efektif disuatu perusahaan. Maka PT Garuda Metalindo
Tbk (BOLT) untuk tahun 2015 telah berhasil melakukan manajemen pajak dan
perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak. Sementara itu, untuk
tahun 2016 adanya kenaikan yaitu menjadi 29% dan tahun 2017 mengalami kenaikan
kembali menjadi 31%.
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Dan yang ketiga yaitu: PT Nipress Tbk (NIPS) tarif pajak efektif untuk tahun
2015-2017 lebih tinggi dari tarif pajak normal. Tarif pajak efektif pada tahun 2015
sebesar 35%, adanya penurunan di tahun 2016 sebesar 30% dan tahun 2017
mengalami kenaikan menjadi 31%.

4.3.1.2 Surat Ketetapan Pajak (SKP) Dan Surat Tagihan Pajak (STP)

Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen pada tahun 2015 hingga tahun
2017 menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas
tahun-tahun sebelumnya. Berikut perusahaan yang menerima surat ketetapan pajak
dan surat tagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. PT Astra Internasional Thk (ASII)

Pada tahun 2015-2017, Grup telah menerima beberapa surat ketetapan pajak
untuk berbagai tahun pajak. Grup menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut telah
membukukan tambahan beban sebesar Rp 180 miliar pada tahun 2015, pada tahun
2016 sebesar Rp 134 miliar, dan pada tahun 2017 sebesar Rp 264 miliar dalam laba
rugi. Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada
tanggal 31 Desember 2015-2017, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses
keberatan dan banding adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah ketetapan pajak dalam proses keberatan dan banding
Periode 31 Desember 2015-2017
(disajikan dalam jutaan rupiah)

2015 2016 2017
Pajak Penghasilan Badan 457 338 904
Pajak Lainnya 544 371 605
1.001 709 1.509

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Internasional Tbk
2. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)

Pada tahun 2015-2017, Grup menerima beberapa surat ketetapan pajak lebih
bayar untuk berbagai tahun pajak dengan total sebesar Rp 90,6 miliar, berbeda
dengan jumlah lebih bayar yang diklaim sebelumnya sebesar Rp 96,5 miliar. Grup
menerima pengembalian pajak dan menyetujui sebagaian ketetapan pajak tersebut.
Atas selisihnya, Grup membukukan tambahan beban pajak sebesar Rp 4,7 miliar
pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar Rp 5,9 miliar, dan pada tahun 2017
sebesar Rp 10,4 miliar dalam laporan laba rugi.
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Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan keberatan dan banding. Pada
tanggal 31 Desember 2015-2017, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses
keberatan dan banding adalah sebagai berikut :

Jumlah ketetapan pajak dalam proses keberatan dan banding

Tabel 4.4

Periode 31 Desember 2015-2017
(dinyatakan dalam jutaan rupiah)

2015 2016 2017
Pajak Penghasilan Badan 14.618 14.618 21.387
Pajak Penghasilan Lainnya 5.722 5.637 21.234
20.340 20.255 42.621

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Otoparts Tbk
3. PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)
e Taksiran tagihan pajak

Pada tanggal 25 Agustus 2016, PT Mega Pratama Ferindo (MPF) Entitas
Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan
Badan untuk masa pajak tahun 2014 dengan No0.00079/406/14/415/16 dengan nilai
sebesar Rp 3.071.020.669.

Pada tanggal 20 September 2016, PT Mega Pratama Ferindo (MPF) Entitas
Anak, menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
N0.80297.415-2016 dengan nilai sebesar Rp 3.071.020.669, MPF, Entitas Anak,
menerima pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp 3.629.375.948

Pada tanggal 26 Juni 2015, PT Mega Pratama Ferindo (MPF) Entitas Anak,
menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan
untuk masa pajak tahun 2013 dengan No0.00059/406/13/415/15 dengan nilai sebesar
Rp 3.629.375.948.

Pada tanggal 10 Juli 2015, PT Mega Pratama Ferindo (MPF) Entitas Anak,
menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No0.415-0125-2015
dengan nilai sebesar Rp 3.629.375.948 dengan menghitung kompensasi utang pajak
melalui potongan Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga Pajak Pertambahan Nilai
tahun 2010 sebesar Rp 1.992.371. pada tanggal 23 Juli2015, MPF, Entitas Anak,
menerima pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp 3.627.383.577.



50

e Denda pajak

Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) N0.00017/106/15/046/16,
N0.00018/106/15/046/16, N0.00019/106/15/046/16 dan N0.00020/106/15/046/16
tertanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp 62.788.180 atas Pajak Penghasilan tahun 2015
untuk sanksi administrasi berupa bunga. Perusahaan telah membebankan sanksi
pajak tersebut dalam akun “Lain-lain — netto” sebagai bagian dari ‘“Penghasilan
(beban) lain-lain” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 9 November 2017, Entitas Induk menerima Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas tahun pajak 2016,
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
SKPKB dan STP
Tahun pajak 2016
(dalam rupiah)
Nomor Surat Kurang Bayar Tanggal Bayar
SKPKB
Pasal 29 00035/206/16/046/17 1.444.020.975 | 27 November 2017
PPN -Barang dan jasa 00247/207/16/046/17 295.568.999 | 27 November 2017
Pasal 23 00179/203/16/046/17 122.217.452 | 27 November 2017
Pasal 4 (2) 00055/240/16/046/17 107.759.946 | 27 November 2017
STP
PPN - Barang dan jasa 00617/107/16/046/17 48.453.934 | 27 November 2017
Pasal 25 00059/106/16/046/17 41.254.684 13 Maret 2017
PPN - Barang dan jasa 00127/107/16/046/17 500.000 13 Maret 2017
PPN - Barang dan jasa 00346/107/17/046/17 27.314 9 Oktober 2017
Total Hasil Pemeriksaan 2.059.803.304

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Metalindo Tbk

Berdasarkan diatas Entitas Anak menerima SKPLB di tahun 2015 dan tahun
2016, namun Entitas Anak menerima SPMKP yang sudah terselesaikan. Sementara
itu di tahun 2016 perusahaan menerima STP, atas STP tersebut perusahaan telah
membebankan sanksi pajak dalam akun “Lain-lain — netto” sebagai bagian dari
“Penghasilan (beban) lain-lain” dalam laporan laba rugi. Dan di tahun 2017 Entitas
Induk menerima SKPKB dan STP yang membebankan sanksi pajak dalam akun
“Denda pajak” dalam laporan laba rugi.



51

4. PT Nipress Tbk (NIPS)

PT Nipress Thk tidak menerima surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak
di tahun 2015-2017, maka PT Nipress Thk telah berhasil dalam manajemen pajak
dilihat dari tidak adanya penerimaan SKP dan STP. Dengan begitu perusahaan
terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana, karena tidak adanya
penambahan beban.

5. PT Selamat Sempurna Tbhk (SMSM)

Pada tahun 2015, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) atas Pajak Penghasilan Badan, Pasal 23, Pasal 4 (2), dan PPN untuk tahun
2011 dan 2012 total sebesar Rp 881 juta dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN
dan PPH 25/29 total sebesar Rp 169 juta. Jumlah pajak badan kurang bayar tahun
2011 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 72 juta dan Rp 281 juta disajikan sebagai
bagian dari “Beban Pajak Penghasilan — Netto” di laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian.

Pada bulan Januari 2016, Entitas anak PT Penata Jaya Mandiri (PJM)
menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
dari Kantor Pajak terkait PPN untuk masa pajak Juli 2015 sebesar Rp 4.532 juta.
Pengembalian pajak telah diterima pada bulan Januari 2016.

Pada tahun 2016, Entitas anak PT Penata Jaya Mandiri (PJM) menerima
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2011 dengan total sebesar Rp 90 juta.
Jumlah pajak badan kurang bayar tahun 2011 sebesar Rp 71 juta disajikan sebagai
bagian dari “Beban Pajak Penghasilan — Netto™ di laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian.

Pada tahun 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Pajak
(SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tahun 2016 sebesar Rp 23
juta. Perusahaan telah membebankan sisa tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa sebesar Rp 23 juta pada tahun 2017 pada akun “Beban Pajak” dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan diatas, pada tahun 2015 perusahaan menerima SKPKB dan STP
dan di tahun 2016 menerima SKPKB. Atas penerimaan tersebut perusahaan disajikan
sebagai bagian dari “Beban pajak penghasilan — netto” di laporan laba rugi. Dan
untuk tahun 2017 perusahaan menerima SKPLB, atas penerimaan tersebut
perusahaan telah membebankan sisa tagihan pada akun “Beban pajak™ dalam laporan
laba rugi.
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Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan sub sektor otomotif dan
komponen telah melampirkan rekonsiliasi atau koreksi fiskal untuk tahun 2015-2017,
yang dimana adanya perbedaan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan
menurut pajak dengan dikelompokkan menjadi dua yaitu beda temporer dan beda
permanen. Berikut analisis beberapa hal yang telah dikoreksi oleh pihak perusahaan

yaitu sebagai berikut:

1. PT Astra Internasional Thk (ASII)

Tabel 4.6

Koreksi Fiskal

Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Keterangan
2015 2016 2017

Beda temporer
Beban imbalan kerja 238 341 405
Jumlah beda temporer 238 341 405

Beda Permanen
Nilai wajar dari properti investasi (181) (96) (339)
Iklan dan promosi 43 99 49
Insentif dealer 264 32 205
Pendapatan dividen (7.534) (8.645) (11.658)
Penghasilan kena pajak final, bersih (266) (303) (195)
Pelayanan purna jual (127) (132) (125)
Lain-lain 67 70 194
Jumlah beda permanen (7.734) (8.975) (11.869)
Jumlah temporer dan permanen (7.496) (8.634) (11.464)

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Internasional Tbk, data diolah oleh penulis

2020
A. Beda temporer
1. Beban imbalan kerja

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja, mewajibkan kepada perusahaan

untuk  melakukan

pembukuan
pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan.

pencadangan

keuangan atas

pembayaran
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Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan kerja dapat diklasifikasi
sebagai dana cadangan. Sebagaimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Analisis:

Beban imbalan kerja merupakan dana cadangan menurut pajak, maka
termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (Non-
Deductible Expense). Dengan begitu PT Astra Internasional Thk melakukan koreksi
positif pada tahun 2015 sebesar Rp 238 juta, tahun 2016 sebesar Rp 341 juta dan
tahun 2017 sebesar Rp 405 juta.

B. Beda permanen
1. Nilai wajar dari properti investasi

Akuntansi:

Menurut PSAK 13 tentang properti investasi adalah properti (tanah atau
bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh
pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental
atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

(a) Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administrasi; atau
(b) Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Peraturan perpajakan:

Dalam perpajakan, properti investasi sebagaimana diatur dalam UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa penghasilan dari
transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi,
usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dapat dikenai pajak
bersifat final.

Analisis:

PT Astra Internasional Tbk melakukan koreksi negatif nilai wajar properti
investasi pada tahun 2015 sebesar (Rp 181 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 96 juta) dan
tahun 2017 sebesar (Rp 339 juta). Nilai wajar properti investasi dimasukan di
pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi yang berupa tanah dan bangunan.
Properti investasi dicatat sebesar nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar yang
ditentukan oleh penilai independen.
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2. Iklan dan promosi

Iklan dan promosi dikoreksi pada tahun 2015 sebesar Rp 43 juta, tahun 2016
sebesar Rp 99 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 49 juta. Sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf (a) angka 7 biaya promosi dan penjualan yang diatur
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 02/PMK.03/2010 bahwa
biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari
jumlah: a. biaya periklanan di media elektronik media cetak, dan/atau media lainnya,
b. biaya pameran produk, c. biaya pengenalan produk baru dan/atau, d. biaya
sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Bahwa disamping mengatur
tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Menteri
Keuangan menambahkan ketentuan bahwa Wajib Pajak harus membuat daftar
nominatif dan sanksi atas tidak dibuatnya daftar nominatif dimana biaya promosi
yang tidak dibuat daftar nominatifnya tidak dapat dikurangkan untuk menghitung
penghasilan bruto, sebagaimana diatur dalam SE-27/PJ.22/1986.

3. Insentif dealer

Insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada
dealer, seperti bentuk pemberian hadiah kepada dealer yang tidak dikenakan pajak.
Sehingga PT Astra Internasional Thk melakukan koreksi positif untuk tahun 2015
sebesar Rp 264 juta, tahun 2016 sebesar Rp 32 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 205
juta.

4. Pendapatan dividen

Koreksi atas pendapatan dividen pada tahun 2015 sebesar (Rp 7.534 miliar),
tahun 2016 sebesar (Rp 8.645 miliar) dan tahun 2017 sebesar (Rp 11.658 miliar).
Pendapatan dividen termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak,
sebagaimana dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf (f)
menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara,
atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal
dari cadangan laba yang ditahan, dan 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepimilikan saham
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang
disetor.

5. Penghasilan kena pajak final, bersih

Koreksi fiskal penghasilan kena pajak final, bersih pada tahun 2015 sebesar
(Rp 266 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 303 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 195
juta). Perseroan telah melakukan koreksi fiskal atas penghasilan kena pajak final
yaitu mendapatkan penghasilan yang didapat dari bunga deposito, bunga obligasi,
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transaksi derivatif, dan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan.
Sebagaimana PPh final diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2).

6. Pelayanan purna jual

Koreksi fiskal pelayanan purna jual pada tahun 2015 sebesar (Rp 127 juta),
tahun 2016 sebesar (Rp 132 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 125 juta). Pelayanan
purna jual merupakan pelaku usaha yang menyediakan suku cadang atau fasilitas
purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi. Sehingga pelayanan purna jual
dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan, dimana pembentukan atau pemupukan
dana cadangan diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf

(c).
2. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)
Tabel 4.7
Koreksi Fiskal

Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Keterangan
2015 2016 2017

Beda Temporer
Akrual dan provisi (181.462) 90.732 59.854
Liabilitas imbalan kerja 42.383 30.244 18.959
T aosw)|  gzem| s
Provisi atas penurunan nilai persediaan 2.487 5.969 37.777
Provisi atas penurunan nilai piutang usaha 959 3.906 (2.569)
Jumlah beda temporer (154.579) 118.281 119.534

Beda Permanen
Beban yang tidak dapat dikurangkan 23.204 13.659 14.492
Perubahan nilai wajar properti investasi (91.900) (97) (13.503)
Penghasilan kena pajak final (9.368) (5.797) (4.322)
Penghasilan bukan objek pajak (297.101) (189.876) (564.179)
Lain-lain 16.195 21.046 3.415
Jumlah beda permanen (358.970) (161.065) (564.097)
Jumlah beda temporer dan beda (513.549) (42.784) (444.563)
permanen

Sumber: Laporan Keuangan PT Astra Otoparts Tbk, data diolah oleh penulis

2020
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A. Beda temporer
1. Liabilitas imbalan kerja

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja, mewajibkan kepada perusahaan
untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran
pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan kerja dapat diklasifikasi
sebagai dana cadangan. Sebagaimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Analisis:

Liabilitas imbalan kerja merupakan pekerja yang telah memberikan jasanya
dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan, maka
termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (Non-
Deductible Expense). Dengan begitu PT Astra Otoparts Tbk melakukan koreksi pada
tahun 2015 sebesar Rp 42.383 juta, tahun 2016 sebesar Rp 30.244 juta dan tahun
2017 sebesar Rp 18.959 juta.

2. Perbedaan antara nilai buku bersih aset tetap komersial dan fiskal

Akuntansi:
Dalam akuntansi tentang aset tetap, memiliki 3 metode penyusutan aktiva
yaitu: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

Peraturan perpajakan:

Sedangkan menurut pajak hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang
harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11
yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara
konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta
dan masa manfaat.

Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015
sebesar (Rp 18.946 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 12.570 juta) dan tahun 2017
sebesar Rp 5.513 juta. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode
penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Dalam metode penyusutan PT
Astra Otoparts Tbk dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan begitu
adanya persamaan metode antara akuntansi dan pajak. Tetapi adanya perbedaan dari
masa manfaat, yaitu PT Astra Otoparts Tbk mengestimasi masa manfaat antara 2-20
tahun sedangkan dalam pajak 4-20 tahun.
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3. Provisi atas penurunan nilai persediaan

Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 14, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh
kembali jika persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau
harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali
jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan
meningkat.

Penurunan nilai persediaan dibawah, biaya menjadi nilai realisasi bersih
konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi
jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Nilai
persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap
barang dalam persediaan.

Namun, dalam beberapa kondisi penurunan nilai persediaan mungkin lebih
sesuai jika dihitung terhadap kelompok barang serupa atau yang berkaitan. Misalnya,
barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan
akhir yang serupa, diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat
dievaluasi terpisah dari barang-barang lain dalam lini produk tersebut. Penurunan
nilai persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan misalnya:
barang jadi atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis
tertentu.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana
cadangan.

Analisis:

PT Astra Otoparts Thk dalam koreksi provisi atas penurunan nilai persediaan
pada tahun 2015 sebesar Rp 2.487 juta, tahun 2016 sebesar Rp 5.969 juta dan tahun
2017 sebesar Rp 37.777 juta. Hal ini menunjukkan bahwa menurut ketentuan
perpajakan, pembentukan atau penyisihan dana cadangan termasuk kedalam biaya
yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (Non-Deductible Expense).

4. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha

Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan yaitu pengakuan dan
pengukuran, perusahaan diperbolehkan untuk membentuk pemulihan atau cadangan
penurunan nilai piutang pada setiap akhir tahun untuk mengestimasi jumlah kerugian
penurunan nilai piutang tahun berikutnya karena penggunaan estimasi yang rasional
merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak
mengurangi keandalannya.
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Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana
cadangan.

Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal provisi atas penurunan nilai piutang
usaha pada tahun 2015 sebesar Rp 959 juta, tahun 2016 sebesar Rp 3.906 juta dan
tahun 2017 sebesar (Rp 2.569 juta). Dalam komponen biaya yang dibentuk akibat
adanya pembentukan atau penyisihan dana cadangan maka tidak boleh dikurangkan
dari laba bruto.

B. Beda permanen
1. Beban yang tidak dapat dikurangkan

Koreksi atas beban yang tidak dapat dikurangkan pada tahun 2015 sebesar Rp
23.204 juta, tahun 2016 sebesar Rp 13.659 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 14.492
juta. Perusahaan tidak merincikan beban-beban apa saja yang tidak dapat
dikurangkan, sebagaimana beban yang tidak dapat dikurangkan diatur dalam UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9.

2. Perubahan nilai wajar properti investasi

Akuntansi:

Menurut PSAK 13, properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan
atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik
atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau
untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

(c) Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk
tujuan administrasi; atau
(d) Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Peraturan perpajakan:

Dalam perpajakan, properti investasi sebagaimana diatur dalam UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa penghasilan dari
transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi,
usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dapat dikenai pajak
bersifat final.

Analisis:

PT Astra Otoparts Tbk melakukan koreksi negatif pada tahun 2015 sebesar
(Rp 91.900 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 97 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 13.503
juta). Nilai wajar properti investasi merupakan pendapatan lain-lain dari perusahaan
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yang berasal dari penilaian secara wajar berupa tanah dan bangunan. Properti
investasi dicatat sebesar nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar yang
ditentukan oleh penilai independen.

3. Penghasilan kena pajak final

Terdapat koreksi fiskal atas penghasilan kena pajak final pada tahun 2015
sebesar (Rp 9.368 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 5.797 juta) dan tahun 2017 sebesar
(Rp 4.322 juta). Perseroan telah melakukan koreksi fiskal atas penghasilan kena
pajak final yaitu mendapatkan penghasilan yang didapat dari bunga deposito, bunga
obligasi, transaksi derivatif, dan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan
bangunan. Sebagaimana PPh final diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal
4 ayat (2).

4. Penghasilan bukan objek pajak

Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas penghasilan bukan objek pajak
pada tahun 2015 sebesar (Rp 297.101 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 189.876 juta)
dan tahun 2017 sebesar (Rp 564.179 juta). Dalam penghasilan bukan objek pajak,
perusahaan tidak merincikan penghasilan apa saja yang bukan termasuk sebagai
penghasilan bukan objek pajak. Dimana penghasilan bukan objek pajak diatur dalam
UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3).

3. PT Garuda Metalindo Thk (BOLT)

Tabel 4.8
Koreksi Fiskal
Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Tahun
2015 2016 2017

Beda temporer
Penyisihan atas penurunan nilai ) 99 999 16.567
persediaan
Penyisihan imbalan kerja karyawan 6.648 9.434 9.150
Penyusutan aset tetap (21.053) (16.800) 2.368
Aset sewa (112)
Penyusutan aset sewa pembiayaan 44
Pemuli_han penurunan nilai ) i (6.144)
persediaan
Jumlah beda temporer (14.472) 14.856 21.942

Beda permanen
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Keterangan Tahun
2015 2016 2017
Beda permanen

Sumbangan dan jamuan 2.844 3.013 2.148
Pengobatan dan perawatan 2.187 2.930 1.514
Kesejahteraan karyawan 1.341 1.707 2.020
Bagian atas rugi Entitas Asosiasi 1.836 -
Penyusutan kendaraan 982 880 -
Denda pajak 1.672 50 2.060
Beban pembetulan pajak badan 3.620 -
Beban emisi saham (5.470) -
Laba selisih kurs mata uang asing (5) -
Lain-lain 94 89 225
Beban pengampunan pajak - - (970)
Penghasilan yang telah dikenai
pajak final :

Pajak penghasilan atas
pendapatan sewa gedung 3 i i

Pendapatan bunga (430) (3.267) (2.636)
Jumlah beda permanen 8.710 5.402 4.361
Jumlah temporer dan permanen (5.763) 20.259 26.303

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Metalindo Tbk, data diolah oleh

penulis 2020
A. Beda temporer
1. Penyisihan atas penurunan nilai persediaan

Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 14, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh
kembali jika persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau
harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali
jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan
meningkat.

Penurunan nilai persediaan dibawah, biaya menjadi nilai realisasi bersih
konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi
jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Nilai
persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap
barang dalam persediaan.
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Namun, dalam beberapa kondisii penurunan nilai persediaan mungkin lebih
sesuai jika dihitung terhadap kelompok barang serupa atau yang berkaitan. Misalnya,
barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan
akhir yang serupa, diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat
dievaluasi terpisah dari barang-barang lain dalam lini produk tersebut. Penurunan
nilai persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan misalnya:
barang jadi atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis
tertentu.

Peraturan perpajakan:
Dalam ketentuan perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Analisis:

PT Garuda Metalindo Tbk dalam koreksi penyisihan atas penurunan nilai
persediaan pada tahun 2015 tidak adanya koreksi, sementara itu dikoreksi pada tahun
2016 sebesar Rp 22.222 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 16.567 juta. Hal ini
menunjukkan bahwa menurut ketentuan perpajakan, pembentukan atau penyisihan
dana cadangan termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang
bruto (Non-Deductible Expense).

2. Penyisihan imbalan kerja karyawan

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja, mewajibkan kepada perusahaan
untuk melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran
pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan kerja dapat diklasifikasi
sebagai dana cadangan. Sebagaimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 termasuk
kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (Non-Deductible
Expense).

Analisis:

Penyisihan imbalan kerja karyawan merupakan pencadangan keuangan atas
pembayaran pesangon dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan menurut pajak.
Maka PT Garuda Metalindo Thk melakukan koreksi positif pada tahun 2015 sebesar
Rp 6.648 juta, tahun 2016 sebesar Rp 9.434 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 9.150
juta.
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3. Penyusutan aset tetap

Akuntansi:
Dalam akuntansi tentang aset tetap, memiliki 3 metode penyusutan aktiva
yaitu: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

Peraturan perpajakan:

Sedangkan menurut pajak hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang
harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11
yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara
konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta
dan masa manfaat.

Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015
sebesar (Rp 21.053 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 16.800 juta) dan tahun 2017
sebesar Rp 2.368 juta. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode
penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Dalam metode penyusutan PT
Garuda Metalindo Tbk dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, dengan
begitu adanya persamaan metode antara akuntansi dan pajak. Tetapi adanya
perbedaan dari masa manfaat, yaitu PT Garuda Metalindo Thk mengestimasi masa
manfaat antara 4-20 tahun sedangkan dalam pajak 4-20 tahun.

4, Aset sewa

Akuntansi:

Menurut PSAK 30, sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor (pihak yang
menyewakan) memberikan kepada lesse (pihak yang menyewa) hak untuk
menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya,
lesse melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.
Sedangkan dalam PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki dan
digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan
kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan
selama lebih dari satu periode.

Peraturan perpajakan:
Dalam peraturan perpajakan, aset sewa termasuk kedalam objek pajak
penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat

(1).

Analisis:

PT Garuda Metalindo Tbk dalam aset sewa ini merupakan aset sewa
kendaraan. Sehingga perusahaan telah melakukan koreksi negatif pada tahun 2015
sebesar (Rp 112 juta), sementara itu untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada
koreksi.
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5. Penyusutan aset sewa pembiayaan

Akuntansi:

Menurut PSAK 30, sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor (pihak yang
menyewakan) memberikan kepada lesse (pihak yang menyewa) hak untuk
menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya,
lesse melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Suatu
sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan
secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu
aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.

Sedangkan dalam PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu aset berwujud yang
dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk
direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk
digunakan selama lebih dari satu periode.

Peraturan Perpajakan:

Dalam peraturan perpajakan, aset sewa pembiayaan termasuk kedalam objek
pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4
ayat (1).

Analisis:

PT Garuda Metalindo Tbk melakukan koreksi positif atas penyusutan aset
sewa pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp 44 juta, sementara itu pada tahun
2016 dan tahun 2017 tidak ada koreksi. Dalam penyusutan aset sewa pembiayaan,
lessor atau lessee menyusutkan aset sewa selama umur manfaat aset sewaan atau
masa sewa dengan adanya suatu kontrak.

B. Beda permanen
1. Sumbangan dan jamuan

Perusahaan melakukan koreksi sumbangan dan jamuan pada tahun 2015
sebesar Rp 2.844 juta, tahun 2016 sebesar Rp 3.013 juta dan tahun 2017 sebesar Rp
2.148 juta. Sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (g),
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, tidak dapat
diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Begitu dengan jamuan tersebut
tidak disertai dengan daftar nominatif pengeluaran. Dalam Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, dijelaskan sebagai berikut: Biaya
entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh. Karena PT Garuda
Metalindo Tbk tidak memiliki daftar nominatif, maka tidak dapat diakui sebagai
biaya sehingga harus dikoreksi positif.
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2. Pengobatan dan perawatan

Koreksi atas pengobatan dan perawatan pada tahun 2015 sebesar Rp 2.187
juta, tahun 2016 sebesar Rp 2.930 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.514 juta.
Sebagaimana dalam perpajakan pengobatan dan perawatan merupakan biaya yang
tidak diperkenankan sebagai pengurang (Non-Deductible Expense) diatur dalam
Pasal 9 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

3. Kesejahteraan karyawan

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas kesejahteraan karyawan pada
tahun 2015 sebesar Rp 1.341 juta, tahun 2016 sebesar Rp 1.707 juta dan tahun 2017
sebesar Rp 2.020 juta. Dimana kesejahteraan karyawan dalam peraturan perpajakan
termasuk ke dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
sebagaimana dikatakan bahwa suatu imbalan yang diberikan dalam bentuk natura
dan kenikmatan tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung
penghasilan kena pajak.

4. Penyusutan kendaraan

Akuntansi:

Menurut PSAK 16 penyusutan dalam setiap periode diakui dalam laba/rugi
kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. Jumlah
tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaat.
Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Oleh SAK
dibolehkan untuk menentukan bahwa pengeluaran tersebut dibebankan sekaligus
pada tahun terjadinya pengeluaran atau biaya.

Peraturan Menteri Keuangan atau perpajakan:

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009
pasal 1 menyatakan bahwa: untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan
bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11
ayat (6) UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1,
Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4.

Analisis:

PT Garuda Metalindo Tbk melakukan koreksi positif atas penyusutan
kendaraan pada tahun 2015 sebesar Rp 982 juta, tahun 2016 sebesar Rp 880 juta dan
untuk tahun 2017 perusahaan tidak ada koreksi. Hal ini disebabkan karena adanya
perbedaan prinsip perhitungan antara komersial dan fiskal masa manfaat atau umur
ekonomis, dimana PT Garuda Metalindo Thk mengestimasi masa manfaat untuk
kendaraan antara 4-8 tahun.
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5. Denda pajak

Koreksi atas denda pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 1.672 juta, tahun 2016
sebesar Rp 50 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 2.060 juta karena adanya STP yang
diterima perusahaan atas tahun pajak 2016. Dalam peraturan perpajakan, denda pajak
termasuk kedalam biaya yang tidak boleh diperkenankan sebagai pengurang,
sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (k)
menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta
sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

6. Laba selisih kurs mata uang asing

PT Garuda Metalindo Tbk melakukan koreksi negatif atas laba selisih kurs
mata uang asing pada tahun 2015 sebesar (Rp 5 juta), sementara itu untuk tahun 2016
dan tahun 2017 tidak ada koreksi. Laba selisih kurs mata uang asing merupakan
perusahaan yang pembukuannya menggunakan rupiah tetapi terdapat transaksi dalam
mata uang asing, maka transaksi tersebut akan timbul keuntungan atau kerugian
selisih kurs karena adanya perbedaan kurs antara tanggal pengakuan penghasilan
atau biaya dengan diterima atau dibayarkan penghasilan atau biaya tersebut. Jadi
apabila dalam transaksinya perusahaan mendapat keuntungan dari selisih kurs mata
uang asing maka dijadikan objek pajak. Sebagaimana menurut perpajakan diatur
dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf (1).

7. Beban pengampunan pajak

Akuntansi:
Menurut PSAK 70 mengenai akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak
yang mengatur bagaimana aset dan liabilitas dari hasil pengampunan pajak.

Peraturan perpajakan:

Dalam Undang-Undang pengampunan pajak No.11 tahun 2016 Pasal 14 harta
tambahan berupa aktiva tidak berwujud tidak dapat disusutkan dan tidak dapat
diamortisasi untuk tujuan perpajakan sehingga biaya tersebut tidak dapat dibiayakan
dan perlu dilakukan koreksi.

Analisis:

Beban pengampunan pajak pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak ada
koreksi, sedangkan pada tahun 2017 perusahaan mengkoreksi beban pengampunan
pajak sebesar (Rp 970 juta).

8. Penghasilan yang telah dikenai pajak final

Penghasilan yang telah dikenakan PPh final sebagaimana diatur dalam UU
PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:
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e Pajak penghasilan atas pendapatan sewa gedung

Koreksi fiskal penghasilan atas pendapatan sewa gedung pada tahun 2015
sebesar Rp 39 juta, sementara itu untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada koreksi.
PPh final mengenai pajak penghasilan atas pendapatan sewa gedung diatur dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan
harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate dan
persewaan tanah dan/atau bangunan.

e Pendapatan bunga

Koreksi fiskal pendapatan bunga pada tahun 2015 sebesar (Rp 430 juta),
tahun 2016 sebesar (Rp 3.267 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 2.636 juta). PPh final
mengenai pendapatan bunga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) menyatakan
bahwa, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan
surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi.

4. PT Nipress Thk (NIPS)

Tabel 4.9
Koreksi Fiskal
Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Tahun
2015 2016 2017

Beda temporer
Imbalan pasca kerja 6.947 3.706 1.892
Pembayaran imbalan pasca kerja (406) (346) (266)
Amortisasi beban tangguhan 67 67 67
Penyusutan aset tetap 2.313 6.097 229
Sewa pembiayaan 3.064 253 1.532
Jumlah beda temporer 11.984 9.776 3.453

Beda permanen
Sumbangan dan representasi 1.147 874 445
Denda pajak 1.466 1.353 1.624
Kesejahteraan karyawan 1.868 365 79
Penghasilan bunga (223) (93) (420)
Jumlah beda permanen 4.258 2.499 1.727
Jumlah temporer dan permanen 16.242 12.275 5.181

Sumber: Laporan Keuangan PT Nipress Tbk, data diolah oleh penulis 2020
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A. Beda temporer
1. Imbalan pasca kerja

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 imbalan kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan
imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak
kerja. Imbalan pasca kerja mencakup pos-pos berikut: imbalan purnakarya (yaitu
pensiun dan pembayaran sekaligus atas purnakarya) dan imbalan pasca kerja lain,
seperti asuransi jiwa pasca kerjadan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan pasca kerja berupa imbalan
purnakarya dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan, dimana pembentukan atau
pemupukan dana cadangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) UU PPh Nomor 36
Tahun 2008.

Analisis:

Karena menurut pajak imbalan pasca kerja termasuk dana cadangan, maka
masih ada beban yang tersimpan dikewajiban. Sehingga PT Nipress Thk melakukan
koreksi positif pada tahun 2015 sebesar Rp 6.947 juta, tahun 2016 sebesar Rp 3.706
juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.892 juta.

2. Pembayaran imbalan pasca kerja

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 imbalan kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan
imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak
kerja. Imbalan pasca kerja mencakup pos-pos berikut: imbalan purnakarya (yaitu
pensiun dan pembayaran sekaligus atas purnakarya) dan imbalan pasca kerja lain,
seperti asuransi jiwa pasca kerjadan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan pasca kerja berupa imbalan
purnakarya dapat diklasifikasi sebagai dana cadangan, dimana pembentukan atau
pemupukan dana cadangan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) UU PPh Nomor 36
Tahun 2008.

Analisis:

Imbalan pasca kerja dalam pengakuan pajak sama seperti pengakuan pada
akuntansi, imbalan ini diberikan setelah seorang pegawai pensiun atau berhenti
bekerja. Karena PT Nipress Thk adanya pembayaran imbalan pasca kerja pada tahun
2015 hingga tahun 2017. Maka perusahaan telah melakukan koreksi negatif pada
tahun 2015 sebesar (Rp 406 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 346 juta) dan tahun 2017
sebesar (Rp 266 juta).
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3. Amortisasi beban tangguhan

Akuntansi:

Beban yang ditangguhkan adalah beban-beban yang dikeluarkan namun
memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun sehingga akan dianggap sebagai
intangible asset. Untuk intangible asset yang secara akuntansi memiliki masa
manfaat 10 tahun

Peraturan perpajakan:

Sedangkan perlakuan perpajakan atas aktiva jenis ini adalah sama dengan
akuntansi, yang membedakan hanyalah pada saat penentuan masa manfaat dari
aktiva tersebut. Dan pajak penentuannya ditetapkan dalam Pasal 11A UU PPh dan
menurut pajak dalam masa manfaat dikelompokkan kedalam kelompok 2 dengan
masa manfaat 8 tahun.

Analisis:

Dengan adanya perbedaan masa manfaat ini, tentunya besarnya beban
amortisasi juga akan berbeda antara akuntansi dan pajak. Maka perusahaan
melakukan koreksi positif yang hasilnya sama dari tahun 2015 hingga tahun 2017
yaitu sebesar Rp 67 juta.

4. Penyusutan aset tetap

Akuntansi:
Dalam akuntansi tentang aset tetap, memiliki 3 metode penyusutan aktiva
yaitu: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

Peraturan perpajakan:

Sedangkan menurut pajak hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang
harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11
yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara
konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta
dan masa manfaat.

Analisis:

Koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp 2.313 juta,
tahun 2016 sebesar Rp 6.097 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 229 juta. Hal ini
disebabkan karena adanya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau
umur ekonomis. PT Nipress Thk dalam penyusutan dihitung dengan menggunakan
metode garis lurus, dengan begitu adanya persamaan metode antara akuntansi dan
pajak. Tetapi adanya perbedaan dari masa manfaat, yaitu PT Nipress Thbk
mengestimasi masa manfaat antara 5-20 tahun sedangkan dalam pajak 4-20 tahun.
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5. Sewa pembiayaan

Akuntansi:

Menurut PSAK 30, sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor (pihak yang
menyewakan) memberikan kepada lesse (pihak yang menyewa) hak untuk
menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya,
lesse melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Suatu
sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan
secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu
aset.

Sedangkan dalam PSAK 16 tentang aset tetap, yaitu aset berwujud yang
dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk
direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative dan diharapkan untuk
digunakan selama lebih dari satu periode.

Peraturan perpajakan:

Dalam peraturan perpajakan, aset sewa pembiayaan termasuk kedalam objek
pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4
ayat (1).

Analisis:

PT Nipress Tbk dalam sewa pembiayaan mendapatkan penghasilan yang
didapat dari mesin dan kendaraan. Maka dari itu perusahaan telah melakukan koreksi
fiskal positif atas sewa pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp 3.064 juta, tahun
2016 sebesar Rp 253 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.532 juta.

B. Beda permanen
1. Sumbangan dan representasi

Perusahaan melakukan koreksi sumbangan dan jamuan pada tahun 2015
sebesar Rp 1.147 juta, tahun 2016 sebesar Rp 874 juta dan tahun 2017 sebesar Rp
445 juta. Sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (g),
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, tidak dapat
diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Begitu dengan representasi
tersebut tidak disertai dengan daftar nominatif pengeluaran. Dalam Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, dijelaskan sebagai berikut: Biaya
entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh. Karena PT Nipress
Tbk tidak memiliki daftar nominatif, maka tidak dapat diakui sebagai biaya sehingga
harus dikoreksi positif.
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2. Denda Pajak

Koreksi atas denda pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 1.466 juta, tahun 2016
sebesar Rp 1.353 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.624 juta. Dalam peraturan
perpajakan, denda pajak termasuk kedalam biaya yang tidak boleh diperkenankan
sebagai pengurang, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal
9 ayat (1) huruf (k) menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Kesejahteraan karyawan

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas kesejahteraan karyawan pada
tahun 2015 sebesar Rp 1.868 juta, tahun 2016 sebesar Rp 365 juta dan tahun 2017
sebesar Rp 79 juta. Dimana kesejahteraan karyawan dalam peraturan perpajakan
termasuk ke dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
sebagaimana dikatakan bahwa suatu imbalan yang diberikan dalam bentuk natura
dan kenikmatan tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung
penghasilan kena pajak.

4. Penghasilan bunga

PT Nipress Tbk melakukan koreksi fiskal atas pendapatan bunga pada tahun
2015 sebesar (Rp 223 juta), tahun 2016 sebesar (Rp 93 juta) dan tahun 2017 sebesar
(Rp 420 juta). Dalam peraturan perpajakan penghasilan bunga termasuk kedalam
PPh final, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2)
huruf (a) menyatakan bahwa, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

5. PT Selamat Sempurna Tbhk (SMSM)

Tabel 4.10
Koreksi Fiskal
Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Tahun
2015 2016 2017
Beda temporer
Penyusutan aset tetap 11.731 7.493 10.104
Deemed dividend - - 9.495
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang 2.841 (610) 9.364
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Keterangan Tahun
2015 2016 2017
E:psygjil;l:: penurunan nilai pasar 492 1.304 1.161
Beban penyisihan piutang tak tertagih - - 16
Pemulihan cadangan piutang usaha 100 22 -
Amortisasi 92 - -
Laba penjualan aset tetap (366) (484) (188)
Pendapatan dividen 9.705 23.991 9.310
Jumlah beda temporer 24.595 31.716 39.262
Beda permanen

Sumbangan dan jamuan 1.663 2.553 2.966
Kesejahteraan karyawan 499 2.508 627
Beban pajak - 39 36
Penghasilan yang pajaknya bersifat final
dan lain-lain (78) i i

Rugi atas penurunan nilai investasi 15.319 - -

Pendapatan sewa (1.213) (1.314) (1.313)

Pendapatan bunga - (245) (133)
Lain-lain 683 4 -
Jumlah beda permanen 16.873 3.545 2.183
Jumlah temporer dan permanen 41.468 35.261 41.445

Sumber: Laporan Keuangan PT Selamat Sempurna Tbk, data diolah oleh

penulis 2020
A. Beda temporer
1. Penyusutan aset tetap

Akuntansi:

Dalam akuntansi tentang aset tetap, memiliki 3 metode penyusutan aktiva

yaitu: metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit.

Peraturan perpajakan:

Sedangkan menurut pajak hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang
harus dilaksanakan Wajib Pajak berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal
11 yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara
konsisten, kemudian aktiva (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta

dan masa manfaat.
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Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015
sebesar Rp 11.731 juta, tahun 2016 sebesar Rp 7.493 juta dan tahun 2017 sebesar Rp
10.104 juta. Dalam metode penyusutan PT Selamat Sempurna Tbhk untuk tahun 2015
dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pada tahun 2016 dan
tahun 2017 menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Dengan begitu,
adanya persamaan metode antara akuntansi dan pajak. Tetapi adanya perbedaan dari
masa manfaat, yaitu PT Selamat Sempurna Tbk mengestimasi masa manfaat antara
2-50 tahun sedangkan dalam pajak 4-20 tahun.

2. Deemed dividend

Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas deemed dividend pada tahun 2017
sebesar Rp 9.495 juta. Deemed dividend dirincikan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 atau selaras dengan Pasal 18 ayat (2) UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa, Menteri Keuangan berwenang
menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas
penyertaan modal pada Badan Usaha Luar Negeri (BULN) selain badan usaha yang
menjual sahamnya di bursa efek.

3. Penyisihan imbalan kerja jangka panjang

Akuntansi:

Menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja, mewajibkan kepada perusahaan
untuk  melakukan pembukuan pencadangan keuangan atas pembayaran
pesangon/imbalan kerja didalam laporan keuangan. Dan imbalan kerja jangka
panjang itu sendiri adalah imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah
akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contohnya: cuti besar/cuti
panjang, penghargaan masa kerja (jubilee) berupa sejumlah uang atau berupa
pin/cincin terbuat dari emas dan lain-lain.

Peraturan perpajakan:

Sementara dalam peraturan perpajakan, imbalan kerja dapat diklasifikasi
sebagai dana cadangan. Sebagaimana pembentukan atau pemupukan dana cadangan
diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Analisis:

Perusahaan telah melakukan koreksi atas penyisihan imbalan kerja jangka
panjang Yyaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 2.841 juta, tahun 2016 sebesar (Rp 610
juta) dan tahun 2017 sebesar Rp 9.364 juta. Sebagimana dalam pajak imbalan kerja
termasuk kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (Non-
Deductible Expense).
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4. Penyisihan penurunan nilai pasar persediaan

Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 14, biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh
kembali jika persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau
harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali
jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan
meningkat.

Penurunan nilai persediaan dibawah, biaya menjadi nilai realisasi bersih
konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi
jumlah yang mungkin dapat direalisasi melalui penjualan atau penggunaan. Nilai
persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap
barang dalam persediaan.

Namun, dalam beberapa kondisii penurunan nilai persediaan mungkin lebih
sesuai jika dihitung terhadap kelompok barang serupa atau yang berkaitan. Misalnya,
barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan
akhir yang serupa, diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama, dan tidak dapat
dievaluasi terpisah dari barang-barang lain dalam lini produk tersebut. Penurunan
nilai persediaan tidak tepat jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan misalnya:
barang jadi atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis
tertentu.

Peraturan perpajakan:
Dalam ketentuan perpajakan, sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Analisis:

PT Selamat Sempurna Thk dalam koreksi penyisihan atas penurunan nilai
pasar persediaan pada tahun 2015 sebesar Rp 492 juta, tahun 2016 sebesar Rp 1.304
juta dan tahun 2017 sebesar Rp 1.161 juta. Hal ini menunjukkan bahwa menurut
ketentuan perpajakan, pembentukan atau penyisihan dana cadangan termasuk
kedalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto (Non-Deductible
Expense).

5. Pemulihan cadangan piutang usaha

Akuntansi:

Berdasarkan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan yaitu pengakuan dan
pengukuran, perusahaan diperbolehkan untuk membentuk pemulihan atau cadangan
piutang pada setiap akhir tahun untuk mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai
piutang tahun berikutnya karena penggunaan estimasi yang rasional merupakan
bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi
keandalannya.
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Peraturan perpajakan:
Dalam ketentuan perpajakan, berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
Pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Analisis:

Perusahaan melakukan koreksi fiskal pemulihan cadangan piutang usaha
pada tahun 2015 sebesar Rp 100 juta, tahun 2016 sebesar Rp 22 juta, dan untuk tahun
2017 tidak ada koreksi. Dalam komponen biaya yang dibentuk akibat adanya
pembentukan atau penyisihan dana cadangan maka tidak boleh dikurangkan dari laba
bruto.

6. Pendapatan dividen

Koreksi atas pendapatan dividen pada tahun 2015 sebesar Rp 9.705 juta,
tahun 2016 sebesar Rp 23.991 juta dan tahun 2017 sebesar Rp 9.310 juta. Pendapatan
dividen termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, sebagaimana
dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf (f) menyatakan bahwa
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai
Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang
ditahan, dan 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah yang menerima dividen, kepimilikan sahampada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

B. Beda permanen
1. Sumbangan dan jamuan

Perusahaan melakukan koreksi sumbangan dan jamuan pada tahun 2015
sebesar Rp 1.663 juta, tahun 2016 sebesar Rp 2.553 juta dan tahun 2017 sebesar Rp
2.966 juta. Sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (g),
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, tidak dapat
diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Begitu dengan jamuan tersebut
tidak disertai dengan daftar nominatif pengeluaran. Dalam Surat Edaran Direktorat
Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986, dijelaskan sebagai berikut: Biaya
entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh. Karena PT Selamat
Sempurna Tbk tidak memiliki daftar nominatif, maka tidak dapat diakui sebagai
biaya sehingga harus dikoreksi positif.
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2. Kesejahteraan karyawan

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas kesejahteraan karyawan pada
tahun 2015 sebesar Rp 499 juta, tahun 2016 sebesar Rp 2.508 juta dan tahun 2017
sebesar Rp 627 juta. Dimana kesejahteraan karyawan dalam peraturan perpajakan
termasuk ke dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (¢) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
sebagaimana dikatakan bahwa suatu imbalan yang diberikan dalam bentuk natura
dan kenikmatan tidak diperkenankan sebagai pengurang dalam menghitung
penghasilan kena pajak.

3. Penghasilan yang pajaknya bersifat final dan lain-lain

PT Selamat Sempurna Tbk melakukan koreksi fiskal atas penghasilan yang
pajaknya bersifat final dan lain-lain pada tahun 2015 sebesar (Rp 78 juta), sementara
untuk tahun 2016 dan tahun 2017 dalam PPh final diuraikan dalam setiap akun yang
ada dibawah ini. Sebagaimana penghasilan yang telah dikenakan PPh final diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

¢ Rugi atas penurunan nilai investasi

Koreksi fiskal rugi atas penurunan nilai investasi pada tahun 2015 perusahaan
mencadangkan penurunan nilai investasi saham sebesar Rp 15.319 juta berdasarkan
selisih antara nilai tercatat investasi saham. Sedangkan untuk tahun 2016 dan tahun
2017 tidak ada koreksi. PPh final mengenai rugi atas penurunan nilai investasi diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) menyatakan bahwa, penghasilan dari transaksi
saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

e Pendapatan sewa

Koreksi fiskal pendapatan sewa pada tahun 2015 sebesar (Rp 1.213 juta),
tahun 2016 sebesar (Rp 1.314 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 1.313 juta). PPh final
mengenai pendapatan sewa diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) menyatakan
bahwa, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan,
usaha jasa kontruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

e Pendapatan bunga

Koreksi fiskal pendapatan bunga pada tahun 2015 tidak ada koreksi,
sedangkan pada tahun 2016 sebesar (Rp 245 juta) dan tahun 2017 sebesar (Rp 133
juta). PPh final mengenai pendapatan bunga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a)
menyatakan bahwa, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi.
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4.3.2 Analisis Besaran Laba Kena Pajak

Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan atas akun-akun pendapatan
dan biaya pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen periode 2015-2017,
maka dapat mengetahui jumlah besarnya laba kena pajak. Laba kena pajak tersebut
dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang membandingkan dengan tingkat
pertumbuhan penjualan. Dimana tingkat pertumbuhan penjualan merupakan
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya dari tahun ke
tahun dalam aktivitas operasi yang mencerminkan pendapatan perusahaan. Berikut
analisinya sebagai berikut:

1. PT Astra Internasional Thk (ASII)

Tabel 4.11
Laba Kena Pajak
Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Keterangan
2015 2016 2017
Penjualan 184.196 181.084 206.057
Laba sebelum pajak penghasilan 11.263 12.104 14.394
Jumlah temporer dan permanen (7.496) (8.634) (11.464)
Laba kena pajak 3.767 3.470 2.930
Sumber: Laporan keuangan PT Astra Internasional Thbk, data diolah oleh
penulis 2020

Berdasarkan dari tabel 4.11 laba kena pajak PT Astra Internasional Tbk dari
tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak yang
diperoleh perusahaan sebesar Rp 3.767 juta, sementara itu di tahun 2016 mengalami
penurunan menjadi Rp 3.470 juta. Penurunan laba kena pajak tersebut karena
perusahaan melakukan koreksi negatif lebih besar dibandingkan tahun 2015 yang
disebabkan pendapatan dividen setiap tahunnya mengalami peningkatan yang
negatif. Namun dilihat dari presentase laba, PT Astra Internasional Tbhk adanya
peningkatan sebesar 7% untuk tahun 2016.

Sedangkan pada tahun 2017 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan
mengalami penurunan kembali menjadi Rp 2.930 juta, dengan presentase laba yang
terus meningkat di tahun 2017 mencapai 16%. Oleh karena itu selisih penurunan laba
kena pajak pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar Rp 297 juta dan antara
tahun 2016 ke tahun 2017 dengan selisih sebesar Rp 540 juta. Walaupun laba kena
pajak PT Astra Internasioanl Thk mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga
tahun 2017, tetapi perusahaan memperoleh laba yang setiap tahunnya meningkat. Itu
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semua karena pertumbuhan penjualan PT Astra Internasional Tbk tinggi yang
mencerminkan pendapatan perusahaan juga meningkat, maka dapat dilihat tingkat
pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan PT Astra
Internasional Tbk pada tahun 2015-2017, sebagai berikut:
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Gambar 4.1
Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan
PT Astra Internasional Thk (ASII) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena
pajak PT Astra Internasional Tbhk mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu pada
tahun 2015 sebesar 6%, tahun 2016 sebesar -9%, dan tahun 2017 sebesar -18%.
Penurunan laba kena pajak tersebut akan semakin baik dalam perusahaan,
dikarenakan dapat membuat pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan
nantinya akan semakin kecil. Namun berbalik dengan tingkat pertumbuhan penjualan
yang setiap tahunnya adanya peningkatan, sehingga semakin meningkatnya
pertumbuhan penjualan menyebabkan perusahaan lebih baik dalam aktivitas utama
operasinya, maka PT Astra Internasional Thk berhasil dalam menjalankan strategi
penjualannya. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun 2015 yaitu
sebesar -10%, sedangkan pada tahun 2016 menjadi -2%, dan tahun 2017 mencapai
12%.
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2. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)

Tabel 4.12
Laba Kena Pajak
Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Keterangan
2015 2016 2017
Penjualan 11.723.787 12.806.867 13.549.857
Laba sebelum pajak penghasilan 725.782 433.827 920.192
Jumlah temporer dan permanen (513.549) (42.784) (444.563)
Laba kena pajak 212.233 391.043 475.629
Sumber: Laporan keuangan PT Astra Otoparts Tbk, data diolah oleh penulis
2020

Berdasarkan dari tabel 4.12 laba kena pajak PT Astra Otoparts Thk dari tahun
2015-2017 mengalami kenaikan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak yang
diperoleh perusahaan sebesar Rp 212.233 juta, sementara itu di tahun 2016
mengalami kenaikan menjadi Rp 391.043 juta, dan pada tahun 2017 laba kena pajak
yang diperoleh perusahaan mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 475.629 juta.
Kenaikan laba kena pajak tersebut karena diimbangin oleh penjualan yang setiap
tahunnya ada peningkatan, yang mencerminkan pendapatan perusahaan juga
meningkat. Namun di tahun 2016 laba yang diperoleh perusahaan adanya penurunan
yaitu sebesar -67% dan perusahaan melakukan koreksi negatif lebih kecil
dibandingkan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 adanya peningkatan dalam
presentase laba menjadi 53%. Maka dari itu dapat dilihat tingkat pertumbuhan laba
kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan PT Astra Otoparts Thk pada tahun
2015-2017, sebagai berikut:
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Gambar 4.2
Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan
PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena
pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan
dan penurunan. Kenaikan dan penurunan laba kena pajak tersebut diimbangi oleh
pertumbuhan penjualan. Yaitu laba kena pajak pada tahun 2015 sebesar -35% dengan
pertumbuhan penjualan sebesar -5%, sementara itu di tahun 2016 adanya kenaikan
yang signifikan menjadi 46% dengan pertumbuhan penjualan sebesar 8%, dan di
tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 18% dengan pertumbuhan penjualan yang
menurun juga menjadi 5%.

3. PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT)

Tabel 4.13
Laba Kena Pajak
Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Tahun
2015 2016 2017
Penjualan 858.650 1.051.070 1.047.701
Laba sebelum pajak penghasilan 132.931 148.011 132.410
Jumlah temporer dan permanen (5.763) 20.259 26.303
Laba kena pajak 127.168 168.269 158.713
Sumber: Laporan keuangan PT Garuda Metalindo Tbk, data diolah oleh penulis
2020

Berdasarkan dari tabel 4.13 laba kena pajak PT Garuda Metalindo Tbk dari
tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Yaitu pada tahun 2015 laba
kena pajak yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 127.168 juta, sementara itu di
tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 168.269 juta. Kenaikan laba kena pajak
tersebut karena diimbangin oleh penjualan di tahun 2016 adanya peningkatan dengan
presentasi labanya yaitu sebesar 10%. Sedangkan untuk tahun 2017 laba kena pajak
yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 158.712 juta, dan
penjualannya mengalami penurunan juga yang membuat labanya mengalami
penurunan menjadi 12%. Oleh karena itu selisih dari kenaikan dan penurunan laba
kena pajak tersebut pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar Rp 41.101 juta
dan antara tahun 2016 ke tahun 2017 dengan selisih menjadi Rp 9.557 juta. Maka
dapat dilihat tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan
penjualan PT Garuda Metalindo Tbk pada tahun 2015-2017, sebagai berikut:
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Gambar 4.3

Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan
PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena
pajak pada tahun 2015 yaitu sebesar 21%, sementara itu di tahun 2016 mengalami
kenaikan mencapai 24% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi -6%.
Kenaikan dan penurunan dalam tingkat pertumbuhan laba kena pajak tersebut karena
diimbangi dalam pertumbuhan penjualannya yaitu pada tahun 2015 sebesar -12%,
sedangkan di tahun 2016 adanya kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 18%, dan
pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0%.

4. PT Nipress Tbk (NIPS)

Tabel 4.14

Laba Kena Pajak

Periode 31 Desember 2015-2017

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Tahun
2015 2016 2017
Penjualan 987.863 1.039.636 |  1.077.047
Laba sebelum pajak penghasilan 41.752 59.596 20.790
Jumlah temporer dan permanen 16.242 12.275 5.181
Laba kena pajak 57.994 71.870 25.971

Sumber: Laporan keuangan PT Nipress Tbk, data diolah oleh penulis 2020
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Berdasarkan dari tabel 4.14 laba kena pajak PT Nipress Tbk dari tahun 2015-
2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak
yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 57.994 juta, sementara itu di tahun 2016
mengalami kenaikan menjadi Rp 71.870 juta. Kenaikan laba kena pajak tersebut
karena dalam penjualan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2015 dan laba yang
diperoleh perusahaan adanya kenaikan juga yaitu sebesar 30%. Sedangkan untuk
tahun 2017 laba kena pajak yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan
menjadi Rp 25.971 juta, penurunan tersebut karena pada tahun 2017 laba yang
diperoleh oleh perusahaan mengalami penurunan menjadi -187%, walaupun dalam
penjualan dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Oleh karena itu selisih dari
laba kena pajak tersebut pada tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar Rp 13.876
juta dan antara tahun 2016 ke tahun 2017 dengan selisih sebesar Rp 45.899 juta.
Maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan
penjualan PT Nipress Tbhk pada tahun 2015-2017, sebagai berikut:
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Gambar 4.4

Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan
PT Nipress Thk (NIPS) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena
pajak dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu pada tahun
2015 sebesar -31%, sementara itu di tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 19%,
dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi -177%.
Kenaikan dan penurunan tingkat pertumbuhan laba kena pajak tersebut karena dari
tingkat pertumbuhan penjualan oleh PT Nipress Tbk mengalami kenaikan dan
penurunan juga yaitu pada tahun 2015 adalah sebesar -3%, sedangkan di tahun 2016
adanya kenaikan menjadi 5%, dan mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 3%.
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5. PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM)

Tabel 4.15
Laba Kena Pajak
Periode 31 Desember 2015-2017
(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Tahun
2015 2016 2017
Penjualan 2.802.924 2.879.876 3.339.964
Laba sebelum pajak penghasilan 339.405 376.603 392.961
Jumlah temporer dan permanen 41.546 35.261 41.445
Laba kena pajak 380.873 411.864 434.406
Sumber: Laporan keuangan PT Selamat Sempurna Tbk, data diolah oleh penulis
2020

Berdasarkan dari tabel 4.15 laba kena pajak PT Selamat Sempurna Tbk dari
tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Yaitu pada tahun 2015 laba kena pajak yang
diperoleh perusahaan sebesar Rp 380.873 juta, sementara itu di tahun 2016
mengalami kenaikan menjadi Rp 411.864 juta, dan pada tahun 2017 laba kena pajak
yang diperoleh perusahaan adanya kenaikan kembali yaitu menjadi Rp 434.406 juta.
Kenaikan laba kena pajak tersebut karena perusahaan dalam penjualannya sangat
baik yang terus meningkat setiap tahunnya, dan mencerminkan laba yang diperoleh
ada kenaikan juga. Kenaikan laba tersebut mencapai 10% di tahun 2016 dan 4% di
tahun 2017. Oleh karena itu selisih dari kenaikan laba kena pajak tersebut pada tahun
2015 ke tahun 2016 adalah sebesar Rp 30.991 juta dan antara tahun 2016 ke tahun
2017 dengan selisih sebesar Rp 22.542 juta. Maka dapat dilihat tingkat pertumbuhan
laba kena pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan PT Selamat Sempurna Thk pada
tahun 2015-2017, sebagai berikut:
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Gambar 4.5
Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak dan Penjualan
PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Periode 2015-2017

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan laba kena
pajak dan tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun 2015 yaitu sebesar -1% dengan
penjualan sebesar 6%, sementara itu di tahun 2016 adanya kenaikan menjadi 8%
dengan penjualan yang menurun sebesar 3%, dan di tahun 2017 laba kena pajaknya
mengalami penurunan sebesar 5% dengan penjualan yang sangat meningkat
dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 14%.

4.3.3 Pengaruh Implementasi Manajemen Pajak PPh Badan Terhadap Besaran
Laba Kena Pajak Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen

Berdasarkan penelitian ini, manajemen pajak PPh Badan yang diukur dengan
tarif pajak efektif tidak berpengaruh terhadap laba kena pajak. Karena tarif pajak
efektif salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola
pajaknya. Selain itu, keberhasilan manajemen pajak PPh Badan dilihat berdasarkan
perusahaan yang tidak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan
Pajak (STP) tidak berpengaruh terhadap laba kena pajak. Karena SKP dan STP
mempengaruhi hutang pajak atau beban pajak yang dibayarkan, maka dengan begitu
perusahaan lebih teliti agar terhindar dari SKP dan STP untuk tahun-tahun
berikutnya. Dan berdasarkan beda temporer dan permanen berpengaruh terhadap
laba kena pajak, karena laba kena pajak dihitung dengan cara laba komersial
dikurangi/ditambah dengan koreksi fiskal.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberi
simpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen tahun 2015-2017 belum
mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini disebabkan tarif
pajak efektif dari beberapa perusahaan masih melebihi dari tarif pajak badan.
Hanya PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) untuk tahun 2015 yang telah berhasil
melakukan manajemen pajak.

Selain itu, keberhasilan manajemen pajak dapat dilihat juga dari perusahaan
yang tidak menerima SKP dan STP pada tahun 2015-2017 dari 5 perusahaan
hanya terdapat 1 (satu) yaitu PT Nipress Thk (NIPS).

Dan perusahaan-perusahaan yang diteliti telah melakukan koreksi fiskal antara
beda temporer dan beda permanen atas perbedaan pengakuan pendapatan dan
beban sesuai dengan akuntansi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor
36 Tahun 2008.

2. Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan pada perusahaan Sub Sektor
Otomotif dan Komponen pada tahun 2015-2017, maka dapat mengetahui jumlah
besarnya laba kena pajak yang adanya kenaikan dan penurunan, yang
membandingkannya dengan penjualan.

3. Keberhasilan manajemen pajak yang diukur berdasarkan tarif pajak efektif, SKP
dan STP tidak mempengaruhi laba kena pajak, sedangkan implementasi
manajemen pajak PPh Badan berdasarkan koreksi fiskal beda temporer dan
permanen mempengaruhi laba kena pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dalam peneliti ini, maka penulis menyarankan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan secara berkala, agar mengevaluasi dalam pembayaran pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada
perusahaan yang berbeda, dan memilih perusahaan yang belum melakukan
manajemen pajak.
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Lampiran 1: Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate/ETR) Perusahaan Sub Sektor
Otomotif dan Komponen Periode 2015-2017, dengan rumus :

Beban Pajak
ETR = ;
Laba Sebelum Pajak
(dalam jutaan Rupiah)
Laba Sebelum Tarif Pajak e
Per‘j:;;aan Tahun | Pajak Kini Pajak Efektif (EJTR) Taé'; dpaar:ak
a b c=alb
ASII 2015 5.313 19.630 27% 20%
2016 5.022 22.253 23% 20%
2017 6.201 29.196 21% 20%
SMSM 2015 132.110 583.717 23% 20%
2016 156.669 658.208 24% 20%
2017 172.095 720.638 24% 20%
AUTO 2015 127.378 433.596 29% 25%
2016 213.272 648.907 33% 25%
2017 190.032 711.936 27% 25%
BOLT 2015 31.792 132.931 24% 25%
2016 46.185 159.541 29% 25%
2017 40.724 131.970 31% 25%
NIPS 2015 14.499 41.752 35% 25%
2016 26.434 88.566 30% 25%
2017 18.515 59.678 31% 25%
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Lampiran 2: Surat Ketetapan Pajak PT Astra Internasional Tbk (ASII) Periode 2017-

2016

PT ASTRA INTERNATIONAL Thk
DAN ENTITA S ANAKIAND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS

LAFPORAN KEUAMGAMN KON SOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalsm miliaran Rupiah.

kecusli dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAM [lanjutan)

d.

Aset dan
{lanjutan)

liabilitas pajak tangguhan

Asst pajak tangguhan sebesar Rp 856 miliar
{2018: Rp 798 miliar) yang timbul dar rugi
pajak yang tidak dapat dikompensasi sebesar
Rp 2,8 triliun (2013: Rp 3,1 triliun} tdak diakui
dalam lsporan keuangan konsolidasian. Rugi
pajak  terssbut  skan  kadaluarsa pada
beberapa tahun pajak sampai dengan tshun
2022,

Administrasi

Undang-undang perpajakan Indonesia
mengatur bahwa masing-masing perusahaan
dalam Grup menghitung, menetapkan dan
membayar sendii besamya jumlah papEk
yang tsrutang.

Berdasarkan perundang-undangan  yang
beraku, Direktur Jend=sral Fajak ("OJF”) dapat
meneiapkan atav mengubah kewajiban pajsk
dalam jangka waktu lima tshun sejak sast
terutangnya pajak.

Surat ketetapan pajak

Fada tahun 2017 dam 2018, Grup telah
menernma beberapa surst ketetapan pajak
untuk berbagai tahun pajak. Grup menyetujui
sebagian ketetapan pajak tersebut dan telah
membukukan fambahan beban sebesar
Rp 264 miliar (2016: Rp 134 miliar} dalam
lzba rugi.

Atas jumlah sisanya, Grup telah mengajukan
keberatan dan banding. Pada tanggal
31 Desember Z017 dam 2016, jumlzah
ketetapan psjak yang masih dalam proses

d.

NOTES TO

THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

3 DECEMBER 2047 AND 2046
(Expressed in bitbons of Rupish,
unless ofhenvise stated)

10. TAXATION {continued)

Deferred rax
fcondinwed)

Defermed  fsx assels of Rp 356 bilion
[2076: Rp T58% hbilfion) srsing from wnused
fax hsses of Ap 3.8 fnllion (2076 Rp 2.1
frllion) hsve nof been recognised in the
consolfidsfed financial statements. The
wnused fax losses will expire owver seversl
fax years up fo 2022

assers and liabilites

Adminismradon

The taxation lzws of Indonesis require that
each compsny i the Group submifs fsx
retums on the basis of sef-assessment.

Under prevsiling reguistions. the Diechor
General of Tax ("DET) may sssess or
amend fsxes within five years from the fime
fax becomes due.

Tax asses5Ments

lm 2047 sand 2096, the Growp has received 3
number of sssessments for vapous fax
years. The Group hss scoepied & porfion of
these assessments and booked an
aadifional! of Fp 284 billion (2076 Rp 134
bilkon) of expense in profd or loss.

For the mmaining amounis, the Sroup has
fled objections snd sppeals. As &t
3 December 2017 and 2016, the amownt of
gssessments in the prosess of objection and
gppesl were 55 foliows:

2016

%38 Corporate income fiax
371 Othar taxes

keberatan dan banding adalah sebagai
berikui:
2017
FPajak penghasilan badan 04
Fajak lainnya 805
—1.500
Tarif pajak

Ferusahaan terbuks yang memenuhi syarat-
syarat tertentuy berhak rmemp=srolsh
penurunan tanf pajak penghasilan sebesar
5% dar tarif pajak penghasilan yang berlaku.
Untuk fahun pajak 2017 dan 2018, Perseroan
dan PT United Tractors Thk entitas anak
lzangsung, telah memenuhi  syarat-syarat
tersebut dan menerapkan tarif pajak yang
l=bih rendah.

Tog

. Tax rates

Fublicly Wsted enfiies which comply with
cerain reguirements are entitied fo 5 5% fax
rafe reducfion from the spplicable income
tsx rates. For the fax yesr Z097 and 2018
the Compsny and FT United Tracfors Thk, 8
oirect subsidiary, have complied with these
requirementis and sppled the lower fax
rates.

Halaman - 57 - Paga
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Lampiran 3: Surat Ketetapan Pajak PT Astra Internasional Thk (ASII) Periode 2016-

2015

PT ASTRA INTERNATIONAL Thk
DAMN ENTITAS ANAKIARND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN KON SOLIDASIAN
31 DESEMEER 2016 DAM 2015
{Dinyatakan dalam rnilizran Rupish.

kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (Jlanjutan}

NOTES TO

THE COMNSOLIDATED ANANCIAL STATEMENTE

3 DECEMBER 2016 AND 20M 5
{Expressed in hillions of Rugiah,
umiess offienvise sisied)

10. TAXATION (confinued)

2.  Administrasi 2. Adminisoadon
Undang-undang perpajakan Indonesis The tsxation laws of indonesis regquire that
mengaiur bahwa masing-masing perusahaan esach company i fhe Growp submids fsx
dalam Grup menghitung, menstapkan dan refurms on fhe basiz of seif-assessment
membayar =endin besamya jumlah pajak
yang temutang.
Berdasarkan  perundang-undangan  yang Under prevailling regulshions, the Direcdor
berlaku, Direktur Jendersl Pajak ("0JP") dapat Genarsl of Tax [(DGET) may sssess or
menstapkan stau mengubah kewsjiban pajak anmend faxes within fve yesrs from the bme
dalam jangka waktu Ema tahun sejzk saat tsx becomes due.
terutangnya pajak

f. Swrat ketetapan pajak f. Tax assessments
Pada tshun 2015 dan 2015, Grup telsh In 2018 and 2015, the Groug has received &
mensnima beberapa surat ketstapan pajak numbsr of sssessmenis for vanous fax
untuk berbagai tahun pajsk. Grup menyetuju years. The Group hss sccepied 5 portion of
sebagisn keteiapan pajak tersebut dan telsh these assessmenis and booksd a&an
membukukan tambshan bsban sebesar additionsd Rp 134 biWon (2015 Rp 180
Rp 134 miliar (2013 Rp 180 miliar) dalam hillion) of expense in proi or loss.
laba rugi
Atss jumlah sisanya, Grup telah mengajukan For the remaining smounts, the Groug has
keberstan dam banding. Pada tanggsl filed ohjections and sSppesls. As  af
31 Desember 2018 dan 2015, jumlsh 31 December 2016 and 2015, the amounf of
ketatspsn pajak yang masih dslam proses assessments in the process of ohjeckion and
keberstan dan banding =dalsh sebagsi gopeal were 55 follows:
berikout:

2016 2015
Pajak penghasilan badan 138 457  Corporste mcome fax
Pajak lainnya 271 544  iberisxes
i) 1001
g. Tarif pajak g. Tax razes

Perusshaan ferbuka yang memenuhi syarst-
syarat terteniu berhak miempeanzleh
penurunan iarf pajsk penghasian sebssar
5% dari tarif pajsk penghazilan yang berlakuw.
Unituk tahun pajak 2016 dan 2015, Perseroan
dan PT United Tractors Thk entitss ansk
langsung. memenuhi syarat-syarat tersebut
dan telsh menerapkan tarif pajak yang lebih
rendah.

11. INWESTAEI PADA VENTURA EERSAMA

“Wentura bersama yang material terhadap Grup
adalah FT Bank Permata Thk {"8P") dan PT Astra
Honds Motor ("AHMT) dengan kepemilikan efekdif
miasing-masing 44,56% dan 50,00%. BP bergerak

dalarm kbidang perbankan

sedangkan AHM

bergerak dalam bidang manufakiur kendarzan

bermotor  roda dus  Honda.

Hadus weniurs

bersama terssbut beroperasi di Indonesia.

Pubiicly Nsfed eniifies which comply waih
cerfain requiremenis are enfitfed to g 5% lax
rate reduchion from the spplicable income
tax rates. For fthe fsx yesr 2016 and 2045,
the Company and FT Unided Treclors Thk, &
direct swhbsidiarny, compled with Hhess
requirernents snd have aopiied the lower tax
rates.

11. INVESTMENTS IN JOINT VENTURES

The materia! joini venfures of the Group are
FT Bank Femnsia Tbk ["BEF7] and FT Asira
Honds Mdotor (“ARRT), with effechive inferesf of
44 56% amd S0.00% respectively BF 5 8
commenial bank, white AHN 5 conduching
business schivities i fthe manufEciuning of
Homnds modorcycie. Bofh of those joinf venfunes
are having operstions & indonesia.
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Lampiran 4: Surat Ketetapan Pajak PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Periode 2017-

2016

PT ASTRA OTOPARTS Thk
DAN ENTITAS ANAKIAND SUBSIDIARIES

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
1 DESEMEER 2017 DAN 2016

kel

dinyatakan lain)

6. PERPAJAKAN [lanjutan)
d. Aset pajak tangguhan [lanjutan)

Fada tangal 31 Desember 2017, Grup tidak

asat pajsk  it@anggubhan ssbesar
Rp 1082 miliar (2018: Rp 58.3 miliar) dar nagi
cajak & bsberaps entitazs anak karsns tidak
tardacat kemungkinn besar cabwa
penghasilan kena pajak di masa mendstsng
akan terseds untuk memarfastkan asst pajak
tangguhan tersebut.

Surat ketetapan pajak
Pada tahun 2017 dan 2018, Grup menenma

Rp 104 miisr (2078 Rp 50 miiar) dalam
laporan laba rugi.

Atas jumiah sizanya, Grup t=ish mengajukan
kebersian dan banding. Pada tanggal 31
Desamber 2017 dan 2076, jumish ketstapan
p=isk yang masih dalam prosss keberatan dan

NOTES TO THE CONSOLIDATED
ANANCIAL STATEMENTS
M DECEMBER 2HT AND 2H &

(Figures in isbles are expressed wm millions of Rugéah,

wess otfenwise sisted)

6. TAXATION [continuead)
d  Deferred @y asseis [coninued)

As gt 31 Decambear 2047, the Groug did not
recogrise Jdeferred s Sssefs amowniing fo
Rp 108.2 hilion (2016 Rp 58 .3 hilion) from fax
fosses af cerismn subisidianes becsuse f i3 nof

ssseds can be ufiizeql

Tar assessmeants lemars

n 2047 and 20ME fhe Group ecenved s
number of fsx assessment letfers for vanous
fiscal yesrs Thﬁmph:amqﬂedam
of these sSssessments Booked
mmmdﬁpf-ﬂdbﬁﬁﬂfﬁ
Fp 5.9 hilion) in the profit or oss

For e emaning smounts, the Group hes
filed ofjechons &snd sppesils. As af 37
ME&T?WME&EMNM

banding adalsh sebagai berilout obyections and sppesls were a5 olfiows:
2T 216
Fajak penghasilan badan 21,387 14,6818 Corpovaie income isx
Fajak penghasilan lan-lain 21,234 83T Other faxes
S e v —1
Ackministrasi A chrmirai :

pait menetsplkan
paak dslam bstas
wiaktu lima t3hun s=isk s3at tenutsngrya pajak

7. BlAYA DIBAYAR DI MUEA

2T
Sans 54 173
Bizya asuransi 18,508
Ikian dan promosi 2250
Lo 13.071
—_—t0i

Under the lzxafion lbBws o indonesis, each

within the Group submils fax refums on
fihe of seffassessment The Direciorsie
General of Taxsbon may Sssess oF Samend
faxes within fve years of the fime the fax
bBecomes gus.

o Fent
17,4683 Insursnce
Ofhers
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Lampiran 5: Surat Ketetapan Pajak PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Periode 2016-

2015

PT ASTRA OTOPARTS Thk
DAN EMTITAS ANAKIAND SUBSINARIES

CATATAM ATAS LAPORAM KEUANGAN
KOM SOLIDA SIAN

31 DESEMBER 2016 DAM 2015

(Angka malam tabel dinystsican dalam |utasn Rupish,
kecuzl dinyat=kan |ain]

6. PERPAJAKAM (I3njutan)

d.

Azai pajak tangguhan (lnjutEn)

Pada t@Eangal 31 Desember 2014, Gnup dak
mengakul 3t pajak 1anggunan sebesar Ep
37.4 millar (2015- Rp 27,7 millar) karena tidak
terdapat kemungkinan besar bahwa
penghasllan kena pajak dl masa mendatang
akan ftersedla uNUK memanfaatcan sset pajsk
tangguhan terseput

Surat ketetapan pajak

Pada t=hun 2016 dan 2015, Gup mensrima
beberapa curat keletapan pajak leslh bayar
untuk berbagal tshun palk dengan  total
sebasar Rp 50,6 milar, berb=da dengan [umizh
lebit DEvar yang dKEim sebelumnys sebesaEr
Rp 96,5 millar. Grup mensrima pengemosian
pajak dan menyetsgul ebaglan ketet=pan pajak
ferschut. Afas salishnya, Grup membukoksn
tambahan beban pajak sebesar Rp 5.0 millsr
(2015: Ryp 4,7 millar) dalam aparan laba rugl

Alzs Jumizh slsanya, Gnap tEiah mengsjuksn
kebsratan gam banding. Pada tEnggal 31
Desember 2016 dan 2015, jumiah EshctEpan
pEjak yang masin dalsm proses ksberstan dan
banding adalah sebagal barkout

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMEBER 2078 AND 2015

(Figures in f2hiss are expressed i misons of Rusiah.

urNess omeneise SSted)

5. TAMATION {comtnued)

d. Oefermed @X 255606 [Fondnued)

A5 & 37T Decaember 2074, the GFroup oid mod
recognise defered S S55SlS Smountng o R
7.4 bion (2015 Ry 27.7 bilon) becawses ¥ is
nolf corsidered probshie Mal ilure Exaie
SOl Wi Be svalable sgainst which e
JEfEYTE] (3K 33585 Can De UINSST.

Tax 355655Manis /6B

in 2070 and 2075 e Group Meceived 5
nwmber of [Ex assessment lefiers confrming
an ovepayment for vesous fscal perdods
inising o Rp 000 BWOon, Mmstesd of an
overpspment of Rp 045 bilon S5 previously
cisimed by e Erougs. The Erug received the
15x reflnds Snd ScoEpied SOme of Mese fEx
S=zessmenis. For fhe difersnces. e Group
hoohed an sooWonal fEx expense of o 50
hillan (20715 Rp 4.7 SWon) i fhe profit or joss.

For the remaning smounts, e Sroup hss
fMled objections and appesis As & 51
December 2070 and 2075 e aMOUmcs of =y
SESESSMENS MEf Wens M the DrocEss of
CHECTONS Snd ADPSals WerS S5 WowE

2018
Pajak penghzsian badan 14,518
Pajak penghzskan kain-isin 5537

——daal

Adminlatrasl

Bergasarkan Undang-Undang Perpajakan yang
beraiky dl Indonesia, setlap enitas dalam Srup
menghitung, menstEpkan  dan  membayar
sandlil besamya Jumiah pajak yang tenstang
Direkdoral Jenderal Pajak dapat mencetapkan
atzu mengubah kewajiban pajsk dalam batss
wakhu Ima Ehun sejsk saat lentangnys paak.

7. BlaYa DIBAYAR Dl MIUKA

2015
14,518 Corporale oome 5
[y it Ommer IENes
——ndd
.  Agminisoadon

linger e @ExEion SWs n imdoness. esch
anity Wit the Group Swhmis =X returms on
the  pasis of sefgssessment  DIrECorsis
Gepersl of Taxalion may S55e5s oF amend
iEaxes Wil e years of the Ome e @Ex
BECOMES Jue.

7. PREFPAYMENTS

2018 2015
SEwa 54.710 41,563 Fant
Blaya asuranel 17,453 17.272 Irsurance
lkian dam promas! 3.E=2 2,553 Agverisng and promadicn
Lalr-ain 21,405 15,804 Omers
oy 2z] i

Halaman - £2 - Page



96

Lampiran 6: Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak PT Garuda Metalindo
Tbk (BOLT) Periode 2017-2016

PT GARUDA METALINDO Thk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KON S0OLIDASIAN

iDlsalikan dalam Ruplah, kecuall dinyaiskan kainj

Tanggal 31 Dessmbsar 2017 serta Tahun
Yang Berakhir Pada Tanggal Terssbut

15. PERPAJAKAN [lanjutan)

b

Taksiran tagihan K tan

Pada tanggal 25 Aguahus 2016, MPF, Emitas Anak,
meneima Swat Keletapan Pajak Lebih Bayar
|SKPLE] Pajak Penghasian Badan untuk masa
paak tahun 2014 dengan Mo, DKTHE0EN 441516
dangan nilai gabesar Rp 3.071.020.668.

Fada tanggal 20 September 2016, MPF, Entitas
Anak, menerima Sural Perintah Mem
Keolehihan Pajak (SPMEF) Noo 80297 416 2016
dengan nilai sehesar Rp 30710456869 Pada
tenggal #1 September 016, MFF, Eniias Anak,
meneima pergembalian pajsk penghasian sebesar
Fp 5.071.020.688.

Pada tanggal 28 Juni 2015, MPF, Ertias fAnak,
meranima Swat Keietapan Pajsk Lebin Bayar
|SKFLEB} Fajak Fanghaslan Badan untiik mass
pajak tahun 2013 dengan Mo, 0005940611 341515
dengan nilai sebesar Rp 3628 375048

Pada tanggal 10 Juf 2015 MPF, Enlitas Anak,
meranima Surat Perintah Membayar  Kelebihan
Fajak (SFMEP) Mo 41511250015 dangan nial
sehasar Rp 1629.375.8448 dangan
memperhitunghkan kompansasi utang pajak melsii
polongan Zural Tagihan Pajak [STP)] ata bunga
Paj@ak Perambahan Nial tahun 2010 sebesar
FRp 149371, Fada fanggal 23 Jull 2015 MPF
Eniies  Anak, msanenms pengambalian pejak
penghasilan aebesar Rp 3.627. 383.57T

Utang palak
LHang pajak tendin aiss

1 Decambsar 2047/
December 34, 2047

The original consoiosied fnanca’ Safements nciuded hensin

ane in Indonasian languags.

PT GARUDA METALNDO Thir AND SUBSINARY

NOTES T0 THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

A5 of Decamber 51, 2017 and For The Year Than Ended
[Expressad in Bupiah, unless ooherwiss sEmed)

15. TAXATION {conmnusd)

.

C.

31 Decembar 204
Derambar 31, 2018

Estimared claim for @x refund feoncinued)

On Agustus 25 2070, MPF, Subsidisry. recehved
Letter of Tax Overpayment [SKPLE) for Comorste
income Tex for he fcal year 2074 with iefer
Moo DOOTOUOAT4HTISHE  smountng fo
Fp 3,071,020, 000,

On Sepfember 20, 2075 MFF Subsidiary,
recelved Excass Tex Payment Order Leter
(SFIKF] Mo, 502074153070 amouning o
Fp 5,077,020,680. On September 21, J048, WOF
SUBSKISTY, FEceived CiEim foF i FEmd Smounting
to Fp 3.077.020,000.

On June 20, 2075 MPF, Subsidiary, recedved
Letter of Tax Overgayment (SKPLE) for Corporsts
income TEx for fhe fcal yesr 2073 with etwer
MO,  OOOSRUEDATEETSHS  amountng o
Fp 5,020,375, 045,

On Juy 10 2075 MPF Submidiary, received
Exgess Tax Fayment Order Leffer [SPMKE) Mo
#150725-2045 wkh amount of Rp 020,375,045
by compensafimg f3x paysble trowugh  Tax
Colechion Legter (STP) for Vale Adoed Tax b
2070 amounted fo Ro 1,000,571, On Jny 33, 2075
MFPF, Subsilary, recelved cisim for f=x refund
amauniing fo Ko 3,027,533, 577,

Taxes payabies
Taxes ayaties consis! or

1 Januar 2008/
31 Dacembar 2167
January 1, J01eS
December 37, 2045

(Décajlkan kemball, Catatan &

As rastadeod, Mats 4]

Enlias indhk Ihe Compsy
Fajak penghasian income mves
Pagal £(3) FF.028 350 T2 485 210 . Arti= 4 [7)
Pasal 21 H9E 503 37T EOR.4T1 B BET 30543 Arpici= 31
Pagad 27 - 928 o0 . Ak 23
Pasal 23 oaraie T 131,006 588 18,784 422 Arfici= 22
Pasal 25 2 896 430 DS - 2450 256,810 Arfici= 25
Passl 26 - 35,985 311 . Armcie 2
Pasal 20 Ao 29
T A2 566 401 - o el
kil - 3TH AR08 - IoTa
g - - 2. 38 735 280 2076
Pagsk Pertarbahan kia - TOT Bl 380 3191 400810 i Aciglen’ Tax
Lenda paak L LR ] Ty panaly
Subdobal 2.k 247,822 BEETE A1 4Z] 2.BDE 240,854 Sutdatal




PT GARUDA METALINDD Thk DAN ENTITA S ANAK
CATATAN ATAS LAPDRAN KEUANGAN KON 2OLIDSA SLAMN

Tanggal 31 Dessmbar 2017 serts Tahun FNANCIAL STATEMENTS
Yang Berakhir Pada Tanggsl Terssbut A5 of Decamber 31, 200 T and For The Year Then Ended
15. PERPAJAKAMN [lanjuwtzn) 15. TAXATION [conoinmed)
. Pajak tanpgunan anjutan) T Defemed =X coninued)
I S 1768737 Dewwesbwr ST
f, ST -3, 2o
b wapkan barrisis Caeten 440 readwie, Wom &
RS T S
Saldc Al o Lsrssi Smico ki
Eepineing Cwfwrred T Crwciind o DS Sy
Saiancw SereTiy Troerres  Coooretasatew oo = e
Sawsd | i e | (e Cwfar—ec S Exmesy
g han Rl - - 8
Irrgad & Emroyes serwtn
Entige edus 1, ) Sl PO 755 55 TR i P DN T S5y 1 F D 2 (O =
Entiae Amas 2 2115 Nl TR 28715 ul T FrzIeET
Proveimimn
Entitze eriua |5 BIL 1 S0 15 PED TS ATS) £ 1 . 0% D Thw Corpy
Jumie® weet el
tmrgg s A AN T TS I LT I (- 1T SELBTT s T myree—
g- Pengampunan palak 4. Tax smnesty
Fada tanggal 28 Desember 2016, MPF, Enttas Anak On Dessmber 25 22070 LFF, Soosidary
temartisicasi dalam Program Pergampunan Pajpk parfich=sed n e Tar Awmnesy Pogem b
sEsuaAl Momor 11 Tabun SCOCOMIENCE WY Law Moo 17 Yesr 2074
2016, MPF, Encras Anak, memperokeh dan Kantor Subsdiary, obiEined fom
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The origingl consoiosied fRancal sifements Inclaged hersin

SE i IRgCNEsET E0gUSEE

PT GARUDA METALINDO Thir AND SUESIDLARTY

NOTES TO THE CONSOUDATED

Fajak Sural Kaerangan Pangampunan Pk
[BEFP) Moo KET-25488PPWPLIE2016 tanggal
31 Desember 2016 2 dengan wpmiah aset
peEngampUnan pajak sebesar Rp 300000 000

LEF
T=x me Tax
Amnesty Cenficale  (SKPF) Mo =
MSE0PRWIRLOST0Y doted Desember 31, 2070
WEW =X SmResy SR  Smoonong 0
s 320,000,000,

Denda Pajzk ho Tex sominlsragon
Erntitas Induk menerima Surat T Pajak (5TF) The Company mecaved T=v Colecion L=ler
Mo 00017 0B S/MLEMTE, Mo D001 B 1S0LE/ 16, No.JO0THTOGTS0ENTI NO.OOGTSTOGTSTES T
Mo 0TS T0EMNSTMETE dan Mo D00 ETS NO.OOOTOTOETS0L3TT and Moo JO020TIETS
046116 taranggal 3 Febrnuan 2006  sebesar 045778 dafed Februsy 3 218 amoonied o
Rp 62.738.180 atas Pajak Penghasilan whun 2015 Rp 02758180 oo bhoome Ex of 2075 for
urtuk sark= adminstas berupa bunga  Enbias STELETE n e form Of e The
Induk telah membchankan sanks fajak orscbue Ras charged ax penally I “Oers - el
dalam akun Laindan - neto’ sebaga bagan dan a5 par! of “Oier ocome [Epenzes” i e
"Pangrasian (betan) lBindan” dalam kaporan bka siEEmers O Sroil or Ioss and o
mugi dan penghasilan komprehersl [En urtuk 1ahon Income for the year ended December 31, 2015
yarg berakhir pada tanggal 31 Dessmber 2015,
Pada tanggal 9 Movember T, Ercias Induk iR 2077, e Company has received Lelers of Tax
mananma S5urat Kewstapan Foyol Pursng Bawar mw Ja"ﬂjmm'll.ﬂﬂ"
{SXFKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas lahun [ETF) or Me ESx yesr X7 wih 0=S8c o 35
pajak 2016, dengan rincian sebagai ekt oROWE
Womor Surst Hursng Bayer Tanggal bayar
FFPEB SHPRE
2T Nreserier AT
Faz=sl 29 DG D T T T U S e R B MNovember 37, I5TTF Arnce o9
FPH - Barang dan T Nipresniesr 20T AT - Sooot sl
==t DOFATTATTHETAE T T =55 5EH 9959 November 77 JGTF b a4
IT Ncreenibes 2017
Fasal 23 O TR20ANSTSET T 122 2T 452 November 37 39TF Aroce 25
T N 20T
Fasal & |3 DCESLOHETSET T 107 TED kG November 37 3577 At & )
me 5TF
FFPM - Barang dan ZT Nivessnbsr 20T WAT - Soodx sl
A OOEN T IT SOt T 48 453 a0 MRovember 37, J9TF b — ]
13 Mkt A0V
Fassad 25 OSSO ST T T 41 758 6EE Rleerh T3 3077 AT IS
FFPM - Bararg dey 13 Mbarat A0V AT - Docax el
i ] Ol 2T T a7 Sl ) Nieech T3 30FTF Lt ]
PPN - Barang den B Oldioter 20T WAT - BEsas and
= DA O T Tl 7 27 e Ocicher 5. 3077 smeioms
Total kel pamarikcamn 21055 103 508 Tk o B SEatliT resaalts
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Lampiran 7: Surat Tagihan Pajak PT Garuda Metalindo Thk (BOLT) Periode 2016-
2015

Tihe onigina! Mmanca s=fements houoed heen are in
Indicn=sisn isngusge.

PT GARUDA METAL INMDD T
CATATAN ATAE LAPORAN KELANGAN
Tanggal 31 Dessmber 2016 dan Tahun
‘fang Serzkhir Pada Tanggal Terssbut

PT GARUDA BMETALINDO Thi
NOTES TO THE ANANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2078 and For The Year Then Ended

__[Dinystskan dsiom Rupish kscusl ginystskanisin)  _ (Evpressed in Bupiah unisss omenwiss smedl
4. PERPAJAKAN 14, TAXATION
2 Paisk cibevar ol muks a2 Prepaid mx

Fada anggal 31 Desember J016 dan 20175, sl i
MEENEHTNEENg Menpaesn [t penghaslan pasal
2 sebesad Rp 60 508 550 dan Pagsk Pemarmibehh

Az of Decemper 37, 2070 and 2075 MiE SCCOUT
income [ExX atice 21 anounied o
00505500 ang Valke Adoed Tax psid in

il

Miiai cibaryar o muia sebecar Rp 1206 S48 121 advence aSmounied o Ko 1,208 546721,
FESDECIVEY.
b H=ng pajsk b, Taxes payabies
L pespk: teerdiin At Tares pajsties consis ol
206 215

Faain proghasian Income [gyes
Pasal 4 (2) TZ485910 - Artice 4 (2]
Pasal 21 B0 471 822 BO7 030,543 Articie 21
Piasal 22 026, D00 B Arficie 22
Pa=al 73 131 006 656 116,784 424 Arficie 23
Pasal 75 . 283 06 RS Arficie 25
Pasal 26 39965 311 B Arficie 26
Poarszod 20 Arficie 20

2016 3728 450 754 . 200
25 . 2 348 730 160 2015

Faak Perameanan Nla TUT B4 280 3,191 401 819 Vialve Aoded Tax

D ok E B2 TEE 180 Tax pensity

Total 5.575.151.423 B.505.540.554 Toml

Deeruks poscde Tax pensly

Perusshan merrime Suea T Pajsk (STF) The recchved Taxr CoNeclion Lefier

B OO0 7106 S8, Mo 000 &M D61 508618,
o (0T SM10ENS00ENE dam Moo DOIZOADES
HGME ternangpel 3 Fobnean MG cebesar
Fp G2 TES 160 ates Pajalk Penghasilan tafam 2015

No.0D0T7/105/T5040°70, No.000157001504070,
No.ODDTOI0STSO4070 and Mo 0002010875
045710 oated February 3 2010 amounied &
R @27B5180 for 2015 Mcome fax for
sGminisation penaly of inferest The Company
has charped f3x penalty In “Oters - net™ 35 part of
“Oner COMeE (Expensas) i the Statement of proft
or ioss and other come for the
year ended December 31, 2015,

INCDMS EX EXDENSEs
Thi= sooount Consss of ihe fodowding.

e 25
Befan papai. penghoesian Income [5X ENpEnNsEs
7] &2 DET 312 TS0 31,792 107 500 Covret
T argguian {3714 061 43T) 3 458 G717 58T Defered
Totzl I IT3 35250 T25 08T Toml
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Lampiran 8: Surat Ketetapan Pajak PT Selamat Sempurna Tbhk (SMSM) Periode

2017-2016

PT SELAMAT SEMFPURMNA Thk
DAN ENTITAS ANAKNY A
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KON SOLIDASIAN
Tanggal 21 Desember 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
[Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

The ariginad consoldaiad Mnancisi siarements incluged heren

aFE I fhe IndanesiEn \anguage.

PT SELAMAT SEMPURNA Thi
AND ITS SUBSIINARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2M T and
For the Year Then Ended
(Expressed in Millions of Rupizah,
Unless Odrerwise Stated)

16. PERPAJAKAN {lanjutan)

h. Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada
tanggal 31 Dessmber 2017 dan 2018 adalah
sebagai berikut:

21 Desamiber 2017
Decembar 31, 2077

16. TAXATION (continued)

h.

The deferred fax sssefs and Usbilhes 5 of
December 31, 2017 and 2018 are a5 follows:

31 Decembar 20187
Deoampbar 31, 2076

Panusahasan

FiLigng ussha H
Farsedaan 2.280
Ml bes g B3
Imvastasi [4.153)

Liabilcas imbalan kenga
|Brighs pan{sng 25.881
Tonal sR.ET
Enlila= anak 14471
Agst pajak tangpguhan 39.345

company
i Tra0e receilahies
44902 Irverorss
(1.827) Fixed assefs
638 neEstment
Long-farm emplayes
20,389 hensik Mabieics
24 3348 Tidsd
10.772 Srbsiisnies
35107 DefsiTed @@X 55905

Manajernen berkeyakinan bahwa aset pajak
tangguhan dapat dipulihkan kembasl melalei
r=nghasilan kena pajak di masa yang akan
datang.

1. Surst Ketetspan Pajak

Fada tahun 2017, Perusahaan menerima Surat
Ketstapan Fajak Lekbih Bayar ("SKEFLE") ata=s
Pajak Pertammbahan Milsi Barang dan Jasa
tahun 20168 sebesar Rp23. Perusshaan telsh
membebankan sisa tagihan Fajak
Pertambahan MNilai Barang dan Jasa seheszar
Fp2d pada tahun 2017 pada akun “Beban
Pajak” {Catatan 31) dalam laporan laba regi dan
penghazian komprehensif lsin konsolidasian.

Pads bulan Jamuari 2016, PJM menerima Surat
Keputusan Pengembshkan Pendshuluan
Kelebihan Pajak ("SKPPHFP7) dan Kantor Pajak
terksit PPM untuk maszs pajak Juli 2015 seheszar
Rp4.532. Pengembalian pajak telsh diterms
pada bulan Januan 2016,

Fada tshun 2013, PJM menerims SHPHE
atas Pajak Penghasilan Fasal 21 dan Pajak
Periambahan Milai PPN untuk tahun 2011
dengan fotal sebesar Rpd@l. Jumlah pajak
badan kurang bayar tahun 2011 sebesar Rp7T1
disajikan ==bagai bagian dar "Beban Pajak
Fenghasilan - Meto® di laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsobdasian.

The management bebevas that the deferred taux
assels can be fuly recovered through fufure
isxabile income

Tax Assessments Lefier

i 20497, the Company recedved an Assessmenf
of Tax Overpayment [TSKPLE") for 2016 Wslue
Added Tsx amounfing fo Rp23 The Company
chanped the remsining of ciaim for Value Added
Tax smownfimg fo Rp23 n 2047, fo the "Tax
Expenses”  (Mofe 31] sccounf in the
consolidaled sisfement of prof or loss and
other comprefensive ncome.

in January 2046, PN received fax resfitufion
decision letfer [TEHPPHEPT) from the Tax Ofice
perizining fo VAT for fiscal perod of July 2015
amouwnfed fo Rpd 532 The restifulion wsas
received in Jsnusny, 2074,

i 2096, PJM received SKPKE for Income Tax
wnder Arhicles 2 and Velwe Added Tax
VAT for year 2011 amouwnfing fo Rpdd
Toisl comporste dsx wnderpsyments 2009
amouniing io Rpf T was presenied in “Tncome
Tax Expenses - MNet™ in  consolidsted
sigfermenf of proft or loss snd  olber
comprehansive mcome.
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Lampiran 9: Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak PT Selamat Sempurna
Tbk (SMSM) Periode 2015

The oniping consaltisiog Bnancal sEemerss incuoed bensin
SE In e IngonssEn EngUSge.

PT SELAMAT SEMPURMNA Thik
DAN ENTITA S AMAKNYA
CATATAN ATASZ LAPDRAN KEUANGAMN
KON 30LIDA SLAMN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
Tahun yang Eerakhir pada Tanggal Terssbut
|Dinyztzkan dalam Jutaan Ruplah,
Kacuall Dinyat=kan Lain)

PT SELAMAT SEMPURNA Thic
ARD ITS SUSSIDIARIES
NOTES T THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
For the Year Then Ended
(Expressed in Milllons of Rupiah,
Unisss OTherwise Smued)

5. PERPAJAKAM (lznjutan) 15. TAMATION [COnmmmed)

b The dsfamed Bx asselr ond ESDEDEr 35 oF
December J1, 2075 and 2014 are 55 PowWs.

B, Assl dan Shilikas pask  Snagouhsn  paca
tanggal 31 Desamber 2015 dan 2014 adalah

sebagas Boricust
Dicallkz=n Kemball As Fasmwd
|Catatmn Ib dan 41 Noszs 20 and £7)
N e T TR
T Dwwenites T80 15
31 Usmmsnbar 10185 10 Desernbesr 20 0L Jerewry T, FTL
Dwows b 2, 3FTY Decwsiwr 39, 25008 Decwmribar 71, 2973
' L T (= — - 7]
Floram] L 1 “wzw woE LTI wR
Pu el asn 1400 L axm N o
AL 133805 B2 5512} S mnzwin
Clsigmmn . [r a1} [} o=y sEpeswn
Liabikas im Dol 48 i el et ]
AL R AF. S 12 Bl r &g 7 SweaTE e
Aawt pEaub WngEuhss Cws—e I exswsy
I"wruas hEar - neio T E_Eger [ A =] of Bw Compary - st
L Eapal Dwferes ar febETwr
wrirhee WU s - et g - - o pmEaTiee - e
Aawt pEul SngEuhEs Cw'sres fmr rzmwsy
wrririee mrak - et By s, | L o e - e

angguinan capal dpulihken kembal  melaiun
pangnasilan kara papsk i MEsa yang sesn
AR

i Surat Ketetapan Pajak L TEx Aszsssments Leser

Pada ftahun 2014, Perusshasn menenma
Surat Hatatapan Papk Kwuang Bavar
[(SKPKE™) atas Pajak Penghasian Passl 25
Wik tshun 2010 dan 2009 folsl sebessr
Rp2 845

Fada @hun 2014 Perssahaan menarma in MNrid. e Company recefred SKPKE and

SHPHE dan Swst Taghan Pajalk (5TF) atas
Pajak Penghasian Pasal 21, 73, dan Pajak
Fartambahan Milan ("PFPMNT) ol tahun 2010
dan 2004 iotal sebesar Rp 181

Fada tahun 2015 Penusshasn  menenma
SKFEE atas Pagk Ponghasian Badan, 23
4 (2} San PPN unisk @ 2011 dan 2012
lotal sebesar RpB81 dan STP atas PPN dan
FPH 25/29 otal sebesar Rp 169 Jumiah pagpk
badan kurang Bayar bshus 2001 dan 2012
masng-masng Sebesar RpT2 den Rp2eEl
timajikan sebagai hagiar dan “Boban Sajak
Parchasilan - Mew™ & bposan laba g das
panghasilan zomprehenst lan konsoldasan

Tax Colecion Nodces “5TF for lhoome Tax
unoer ArScies 27, 23, and Valwe Adoed Tax
{("VAT?) for 2070 and 2000 lokslog Rp 151

in 2075 the Company recelved SKPKE for
income Tax mnder Arice 25 23 4 (3) and
VAT for 2071 and 2012 tossng RpBSi and
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Lampiran 10: Koreksi Fiskal PT Astra Internasional Thk (ASII) 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Keterangan
2015 2016 2017

Laba sebelum pajak penghasilan 11.263 12.104 14.394

Beda temporer
Beban imbalan kerja 238 341 405
Jumlah beda temporer 238 341 405

Beda Permanen
Nilai wajar dari properti investasi (181) (96) (339)
Iklan dan promosi 43 99 49
Insentif dealer 264 32 205
Pendapatan dividen (7.534) (8.645) (11.658)
Penghasilan kena pajak final, bersih (266) (303) (195)
Pelayanan purna jual (127) (132) (125)
Lain-lain 67 70 194
Jumlah beda permanen (7.734) (8.975) (11.869)
Jumlah temporer dan permanen (7.496) (8.634) (11.464)
Laba kena pajak 3.767 3.470 2.930
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Lampiran 11: Koreksi Fiskal PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) Periode 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Keterangan
2015 2016 2017
Laba sebelum pajak penghasilan 725.782 433.827 920.192
Beda Temporer
Akrual dan provisi (181.462) 90.732 59.854
Liabilitas imbalan kerja 42.383 30.244 18.959
Ece):rt])s;jsa}zp ;:r:e}riz knaillai buku bersih aset tetap (18.946) (12.570) 5513
Provisi atas penurunan nilai persediaan 2.487 5.969 37.777
Provisi atas penurunan nilai piutang usaha 959 3.906 (2.569)
Jumlah beda temporer (154.579) 118.281 119.534
Beda Permanen
Beban yang tidak dapat dikurangkan 23.204 13.659 14.492
Perubahan nilai wajar properti investasi (91.900) (97) (13.503)
Penghasilan kena pajak final (9.368) (5.797) (4.322)
Penghasilan bukan objek pajak (297.101) (189.876) (564.179)
Lain-lain 16.195 21.046 3.415
Jumlah beda permanen (358.970) (161.065) (564.097)
Jumlah beda temporer dan beda permanen (513.549) (42.784) (444.563)
Laba kena pajak 212.233 391.043 475.629
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Lampiran 12: Koreksi Fiskal PT Garuda Metalindo Thk (BOLT) Periode 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Keterangan
2015 2016 2017
Laba sebelum pajak penghasilan 132.931 148.011 132.410
Beda temporer
Penyisihan atas penurunan nilai persediaan - 22.222 16.567
Penyisihan imbalan Kkerja karyawan 6.648 9.434 9.150
Penyusutan aset tetap (21.053) (16.800) 2.368
Aset sewa (112) - -
Penyusutan aset sewa pembiayaan 44 - -
Pemulihan penurunan nilai persediaan - - (6.144)
Jumlah beda temporer (14.472) 14.856 21.942
Beda permanen

Sumbangan dan jamuan 2.844 3.013 2.148
Pengobatan dan perawatan 2.187 2.930 1.514
Kesejahteraan karyawan 1.341 1.707 2.020
Bagian atas rugi Entitas Asosiasi 1.836 -
Penyusutan kendaraan 982 880 -
Denda pajak 1.672 50 2.060
Beban pembetulan pajak badan 3.620 -
Beban emisi saham (5.470) -
Laba selisih kurs mata uang asing (5) -
Lain-lain 94 89 225
Beban pengampunan pajak - - (970)
Penghasilan yang telah dikenai pajak final:

Pajak penghasilan atas pendapatan 39 i i
sewa gedung

Pendapatan bunga (430) (3.267) (2.636)
Jumlah beda permanen 8.710 5.402 4.361
Jumlah temporer dan permanen (5.763) 20.259 26.303
Laba kena pajak 127.168 168.269 158.713
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Lampiran 13: Koreksi Fiskal PT Nipress Thk (NIPS) Periode 2015-2017

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Tahun
2015 2016 2017

Laba sebelum pajak penghasilan 41.752 59.596 20.790

Beda temporer
Imbalan pasca kerja 6.947 3.706 1.892
Pembayaran imbalan pasca kerja (406) (346) (266)
Amortisasi beban tangguhan 67 67 67
Penyusutan aset tetap 2.313 6.097 229
Sewa pembiayaan 3.064 253 1.532
Jumlah beda temporer 11.984 9.776 3.453

Beda permanen
Sumbangan dan representasi 1.147 874 445
Denda pajak 1.466 1.353 1.624
Kesejahteraan karyawan 1.868 365 79
Penghasilan bunga (223) (93) (420)
Jumlah beda permanen 4.258 2.499 1.727
Jumlah temporer dan permanen 16.242 12.275 5.181
Laba kena pajak 57.994 71.870 25.971
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Lampiran 14: Koreksi Fiskal PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) Periode 2015-

2017

(dalam jutaan Rupiah)

Tahun
Keterangan
2015 2016 2017
Laba sebelum pajak penghasilan 339.405 376.603 392.961
Beda temporer
Penyusutan aset tetap 11.731 7.493 10.104
Deemed dividend - - 9.495
Penyisihan imbalan Kkerja jangka panjang 2.841 (610) 9.364
E:?sfs:z:: penurunan nilai pasar 492 1.304 1161
Beban penyisihan piutang tak tertagih - - 16
Pemulihan cadangan piutang usaha 100 22 -
Amortisasi 92 - -
Laba penjualan aset tetap (366) (484) (188)
Pendapatan dividen 9.705 23.991 9.310
Jumlah beda temporer 24.595 31.716 39.262
Beda permanen

Sumbangan dan jamuan 1.663 2.553 2.966
Kesejahteraan karyawan 499 2.508 627
Beban pajak - 39 36
Pengh_asila_n yang pajaknya bersifat final .78 i i
dan lain-lain

Rugi atas penurunan nilai investasi 15.319 - -

Pendapatan sewa (1.213) (1.314) (1.313)

Pendapatan bunga - (245) (133)
Lain-lain 683 4 -
Jumlah beda permanen 16.873 3.545 2.183
Jumlah temporer dan permanen 41.468 35.261 41.445
Laba kena pajak 380.873 411.864 434.406
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Lampiran 15: Tingkat Pertumbuhan Laba Kena Pajak Periode 2015-2017, dengan
rumus sebagai berikut:

tahun sekarang — tahun lalu

Tingkat pertumbuhan = X100%
tahun sekarang
(dalam jutaan Rupiah)
Kode Tahun Tahun Hasil Tahun 100% Tingkat
Perusahaan Tahun Sekarang Lalu Sekarang Pertumbuhan
a b c=a-b d e f=c/dxe
ASII 2015-2014 3.767 3.547 220 3.767 | 100% 6%
2016-2015 3.470 3.767 -297 3.470 | 100% -9%
2017-2016 2.930 3.470 -540 2.930 | 100% -18%
AUTO 2015-2014 212.233 286.257 -74.024 212.233 | 100% -35%
2016-2015 391.043 212.233 178.810 391.043 | 100% 46%
2017-2016 475.629 391.043 84.586 475.629 | 100% 18%
BOLT 2015-2014 127.168 100.683 26.486 127.168 | 100% 21%
2016-2015 168.269 127.168 41.101 168.269 | 100% 24%
2017-2016 158.713 168.269 -9.557 158.713 | 100% -6%
NIPS 2015-2014 57.994 76.177 -18.183 57.994 | 100% -31%
2016-2015 71.870 57.994 13.876 71.870 | 100% 19%
2017-2016 25.971 71.870 -45.899 25.971 | 100% -177%
SMSM 2015-2014 380.873 384.850 -3.977 380.873 | 100% -1%
2016-2015 411.864 380.873 30.991 411.864 | 100% 8%
2017-2016 434.406 411.864 22.542 434.406 | 100% 5%
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Lampiran 16: Tingkat Pertumbuhan Penjualan Periode 2015-2017, dengan rumus
sebagai berikut:

tahun sekarang — tahun lalu

Tingkat pertumbuhan = X100%
tahun sekarang
(dalam jutaan Rupiah)
Kode Tahun Tahun Hasil Tahun 100% Tingkat
Perusahaan Tahun Sekarang Lalu Sekarang Pertumbuhan
a b c=a-b d e f=c/dxe
ASII 2015-2014 184.196 201.701 -17.505 184.196 | 100% -10%
2016-2015 181.084 184.196 -3.112 181.084 | 100% -2%
2017-2016 206.057 181.084 24.973 206.057 | 100% 12%
AUTO 2015-2014 | 11.723.787 | 12.255.427 -531.640 11.723.787 | 100% -5%
2016-2015 | 12.806.867 | 11.723.787 | 1.083.080 12.806.867 | 100% 8%
2017-2016 | 13.549.857 | 12.806.867 742.990 13.549.857 | 100% 5%
BOLT 2015-2014 858.650 961.863 -103.213 858.650 | 100% -12%
2016-2015 | 1.051.070 858.650 192.420 1.051.070 | 100% 18%
2017-2016 1.047.701 | 1.051.070 -3.369 1.047.701 | 100% 0%
NIPS 2015-2014 987.863 | 1.015.868 -28.005 987.863 | 100% -3%
2016-2015 | 1.039.636 987.863 51.773 1.039.636 | 100% 5%
2017-2016 | 1.077.047 | 1.039.636 37.411 1.077.047 | 100% 3%
SMSM 2015-2014 | 2.802.924 | 2.632.860 170.064 2.802.924 | 100% 6%
2016-2015 | 2.879.876 | 2.802.924 76.952 2.879.876 | 100% 3%
2017-2016 | 3.339.964 | 2.879.876 460.088 3.339.964 | 100% 14%
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